>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) | affe PONgga

MY AN melayani

TAHUN 2024 bangsa

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI

%%




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL \Y
KATA PENGANTAR Y
RINGKASAN EKSEKUTIF Vil
BAB | PENDAHULUAN 1
1.1 | Latar Belakang 1
1.2 | Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3 | Maksud dan Tujuan 5
1.4 | lIsu-isu Strategis 5
1.5 | Cascading Kinerja 6
1.6 | Peta Proses Bisnis 7
1.7 | Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 8
BAB Il PERENCANAAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10
2.1 | Rencana Strategis 10
2.2 | Tujuan dan sasaran 11
2.3 | Kebijakan, Strategi dan Program 13
2.4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 15
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18
A Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 18
3.1 | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 20
3.2 | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan 21
beberapa tahun terakhir
3.3 | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 26
3.4 | Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional 28
3.5 | Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ 28
Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi
3.6 | Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 32
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3.7 | Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 33

ii




B Realisasi Anggaran 34
BAB IV PENUTUP 37
DAFTAR LAMPIRAN .ot e e e e e e eeas 40
1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2020-2026. .. i e 40
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 DiNAS......ccviiiiiiiiiiiiiiaias ceeenenn, 41
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..........iii i, 45
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
beserta lampiran perubahan....... ... 55
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024...........ooiiiiiii i, 66
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja
TahUN 2024 . . e 67

ii




DAFTAR TABEL

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 8
Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Satuan 13
Polisi Pamong Praja 2021-2026

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 14
Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi 15
Pamong Praja Kota Dumai

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 15
Tabel 2.6 Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai TA. 2024 16
Tabel 2.7 Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Perubahan TA 17
2024

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja 19
Tabel 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja 20
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan 23
beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 28
Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun | 32
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 33
Tabel 3.8 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 34

iv




KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan
Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga
Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024
dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami
berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki
banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki
segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman
pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan
organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-
tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai
sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Satuan
Polisi Pamong Praja.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari
kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat
mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun
kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja

(LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun mendatang.



Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan
dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas
pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai khususnya dan
Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2025
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah
Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota
Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali
kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja, maka sebagai unsur teknis, Satuan Polisi Pamong Praja
dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris
Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Dumai menjalankan fungsi

a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi
b. Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
C. pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

d. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau

aparatur lainnya;
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pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau
badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Wali kota;

pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan
Daerah);

pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan
serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum
daerah;

pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk
Pejabat Negara dan tamu negara;

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman
dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan
perlindungan masyarakat;

pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau
secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab
masing masing;

pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau
secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;

pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas
dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja,
sosialisasi dan bimbingan teknis;

pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang
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diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih

lanjut;

t. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;

u. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh

Wali kota sesuai dengan prosedur dan Kketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

V. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan
lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Satuan Polisi
Pamong Praja melaksanakan MISI yang ke IV RPIJMD Kota Dumai Tahun
2021-2026 vyaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan
Daerah Yang Baik“ dan SASARAN yang ke 2 yang merupakan Tujuan
Srategis Organisasi yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik *“

Secara umum Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Dumai 2021 - 2026.telah menetapkan 1 ( Satu.) Tujuan dengan
3 (tiga ) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi

tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 — 2026 Kota
Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua ) Program, 11 ( Sebelas) Kegiatan
dan 36 ( tiga puluh enam) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Tahun 2024 antara lain:
I PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
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Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan Pengawalan

- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk

Rasa dan Kerusuhan Massa

. Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

- Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
daerah

- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah

. Kegiatan: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

PROGRAM PENUNJANG  URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anhggaran

Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun

2024 mengalami 1 (Satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan

Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024

NO.

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Publik di Bidang Ketertiban
Umum, Ketentraman, dan
Perlindungan masyarakat

Meningkatkan Pelayanan a.

b.

Persentase
Pemeliharaan
Ketertiban Umum,
ketentraman dan
Perlindungan
Masyarakat

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(Ketertiban,
Ketentraman, dan
Keindahan)
Persentase Penegakan
Peraturan Daerah

100%

100%

100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD

sebagaimana

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun

2024 didukung dengan

anggaran sebesar

Rp13.540.562.420,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam

puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah untuk melaksanakan 2 (dua)

Program Kerja antara lain :

Tabel 2.6
Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai TA. 2024
SUMBER

NO. PROGRAM ANGGARAN DANA
1. |Program Penunjang Urusan Rp. 9.781.016.120 APBD

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
2. [Program Peningkatan Ketentraman Rp. 1,566,567,100 APBD

dan Ketertiban Umum

xii




JUML AH Rp. 11.347.583.220 APBD

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada
September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024
SUMBER

NO. PROGRAM ANGGARAN DANA
1. |Program Penunjang Urusan Rp. 10.762.471.620 APBD

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
2. |Program Peningkatan Rp. 2.778.090.800 APBD

Ketentraman dan Ketertiban

Umum

JUML AH Rp. 13.540.562.420 APBD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkomitmen
memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan
sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan Kkinerja aparatur serta penilaian keberhasilan /
kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan
target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No

Sasaran| Indikator
Strategis| Kinerja

Capaian | Sangat

Target|Realisasi Berhasil

Meningkatka [Persentase

- In Pelayanan |Pemeliharaan

Publik

Dibidang Umum,
Ketertiban ketentraman

Sangat
Ketertiban 100% 100% Tetap ) - -
Berhasil

xiii

Cukup | Tidak
2024 Berhasil Berhasil | Berhasil




Umum,
Ketentraman,
dan
Perlindungan
Masyarakat

dan
Perlindungan

Masyarakat

Tingkat
Penyelesaian

Pelanggaran
K3
(Ketertiban,

Tet Sangat
eta - - -
P Berhasil

100% 100%

Ketentraman,
dan

Keindahan)

Persentase

100% | 60% Meningkat - - Cukup -

Penegakan Berhasil

Peraturan

Daerah

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori SANGAT EFISIEN yaitu Sangat
Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong
Praja pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp
13.540.562.420,00 (Tiga Belas Miliyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima
Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) bersumber
dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp.
Rp. 13.403.787.860,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh
Ratus Delapan Puluh Tujuh Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) dan
BELANJA MODAL Rp.136.774.560,00(Seratus
Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh

sebesar

Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
1. Rp. 13.403.787.860,00

2. Rp.

Belanja Operasi

Belanja Modal 136.774.560,00

Jumlah Rp. 13.540.562.420,00
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Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Tahun 2024
Tujuan / Kinerja Anggaran
Sasaran / |Indikator Realisa
Target |Realisasi|Capaian | Alokasi ) Capaian
Program Sl
Sasaran: Persentase 100% 100% |96,29% 96,29%
Meningkatkan |pemeliharaan e 8
Pelayangn Ketertiban Umum, = 3
Publik di ~ o
. Ketentraman dan @ o
Bidang S 2
Ketertiban Perlindungan 3 3
Umum, Masyarakat
Ketentraman [Tingkat Penyelesaian | 100% | 100% |98,96% - 5 |98,96%
dan_ Pelanggaran K3 E E
Perlindungan Ketertib ® N
Masyarakat (Ketertiban, © a
Ketentraman, dan o >
S S
Keindahan) K
Persentase Penegakan | 100% 60% 97,84% 97,84%
e 3
Peraturan Daerah. i) N
_:‘l iy
g &
3 g

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam

APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.6
Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai Tahun 2024

CAPAIA | PENYE
NO | TUSUAN|  RKATOR | kiNERs | ANGGA | JINGKAT, | KETERANGA
A RAN
(%) (%)
Meningka | Persentase 100% 96,29 | 103,85 % |Sangat Efisien
tkan Pemeliharaan
Pelayana | Ketertiban Umum,
n Publik Ketentraman dan
1. di Bidang | Perlindungan
Ketertiba Masyarakat
n Umum, | Tingkat 100% 98,96 | 101 % |Sangat Efisien
Ketentra Penyelesaian
man dan Pelanggaran K3 (
Perlindun | Ketertiban,
gan Ketentraman, dan
Masyarak | Keindahan)
at Persentase 60% 97,84 61,32 | % |Kurang Efisien
dst Penegakan
Peraturan Daerah.
Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada Tahun
2024 adalah
sebagai berikut:
1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum,

Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun
2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun
2024 (103,85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi

penggunaan sumber daya, ttermasuk dalam kategori SANGAT
EFISIEN
Pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan persentase tingkat efisiensinya

XVvi




adalah (101%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja
tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran
tahun 2024 (98,96%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa
efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori SANGAT
EFISIEN

Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penegakan Peraturan
Daerah.persentase tingkat efisiensinya adalah (61,32%) berasal dari
perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (60% ) dibagi dengan
persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (97,84%). Pencapaian
tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya
termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban
pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu
tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan
dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan
LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara
kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif,
dan akuntable terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik
bagi pihak-pihak  yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya
kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan
prosedur yang sama, sebagimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( AKIP ) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban
kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari
hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi
kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap
instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas
penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum
penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



)4
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

X bangga
X melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif ; ba I“gsu

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;

5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk
mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media
hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah,
meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab ( responsibilitas ) atas
pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai

sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan

Wali kota Dumai Nomor 21 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali
kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi
Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan
tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menjalankan fungsi antara
lain:
1. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja

dan perlindungan masyarakat;
2. pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali
kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya;

pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum
agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Wali kota;

pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah);
pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat
Negara dan tamu negara;

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;

pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian
daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;

pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan

masyarakat;

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terdiri dari :

1.
2.

Kepala Satuan;

Sekretaris, membawabhi:

a. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan, membawahi:
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b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
C. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawabhi:
a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
b. Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
C. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:

a. Kepala Seksi Satlinmas;
b. Kepala Seksi Data Informasi dan Pelatihan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
KEPALA SATUAN
|
| : I
SUBRAGIAN PERENCANALY,
GG st ASET SURACLAN TATA AR
[ | |
EDANG FENBMAEA] PERATLRAN BIAS) NETERTELAN UNUM _—
PERUNDASHNTANGAN A KETENTRAMAN MASTARKKAT SARELDATA RN
R R
ST PENYELIDOCA Dt PATIOGN SR CFERAS D PR ENTUALN ] I
S5 PEMESUAAN DU PEFTULUHAY e | sermpur, soms o
FELATOG
RELOAROK JARATAN FUSGSIOMAL NELOMPOR JABATAN FUMGSRAL T TELOMPOK JATAN AURISORAL

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
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Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk
laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja
selama tahun 2024, dengan tujuan :

1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai;

1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan;

1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas
dan tindaklanjut tahun berikutnya,;

1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu—
isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan
tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian
program.

Isu strategis terkait dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat yang perlu ditangani sbb:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan

Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

Koordinasi antar instansi lemah;

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;

Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah;

Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;

Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;

7. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki

lima yang berjualan di sembarang tempat;

Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;

Kegiatan masyarakat yang perpotensi/telah merusak lingkungan;
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10. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;

11. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan
penggunaan narkoba;

12. Kenakalan remaja dan pelajar.

15 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja ~merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang
lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah)
dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6
tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja

sebagai berikut:

Gambar 1.2

Cascading Satuan Polisi Pamong Praja

POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

TERWLJUDNYA PELAYANAN PUBLIK
DIBICANG KETERTIBAN UMUM,
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PELAYANAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

I

[ sewmansavore |
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KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1 BERSENTASE PEMELIHARAAN

KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
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2 ENGKAT PENYELESAIAN
PELANGGARAN K3 [KETERTIBAN,
KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN]

3 BERSENTASE PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEFALA DAFRAH

PERSENTASE PENINGKATAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

[ [ |
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAERAH DAN e NH:Em i P::N'HDIK
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JUMLAH SDM SATUAN POLES|
FAMONERRAIA DAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG
CATINGRATKAN KAPASITASHYA

JUMLAH DOKUMEN HASIL
PELAKSAMAAN KERLA SAMA ANTAR
LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM
TEKMIK PENCEGAHAN KEIAHATAN

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
FENEGAKAN PERATURAN DAERAH

JUMLAH LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
ATAS DUGRAN PELANGGARAN
FERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH
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JUMLAH DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN KERIA
SAMAANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN
DALAM PELAKSANAAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH

KETENTERAMAN MASYARAKAT
YANG TELAH DIBUAT DAN
DIMUTARHIRKAN

JUMLAH APARATUR SATPOL PP YANG
MENGIELTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DASAR POLEEI PAMONG
PRAJA

JUMLAH PERKARA YANG DAPAT
DISIDANGKAN

JUMLAH DOKUMEN PEMBERKASAN
HASIL PENYIDIKAN ATAS FELANGEARAN
IPERDA

JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI DIKLAT
IPPNS PENEGAK PERATURAN DAERAH

JUMLEH PEIABAT FUNGSIOMAL YANG

PROMOSI DAN EMIMNEM
JABATAN.

JUMLEH ANGEOTA SATPOL PP DAN
SATLINMAS YANG DITINGKATKAN
KAPASITAS SOMNYA MELALUL
PELATIHAN TEKNIS SATROL PP DAN
SATUNMES

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH

JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH SESUAI S0P

JUMLAH LAPORAN HASIL KINERIA SEKRETARIAT
PPN

JUMLAH LAPORAN GANGGLAN JUMLAH LAPORAN GANGGUAN JUMLAH LAPORAN HASIL
DaN CAN PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG
UMUM YANG LI URAUM BER PERDA DAN DILAKUKAN TERHADAR KEPATUHAN
DETEKSI GINI AN CEGAH DINI, PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PENANGANAN UNIUK RASA DAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA
PATROU, M DAN MASSA YANG DAERAH
DILAKUKAN P

JUMLAH LAPORAN PEMBERIAN
PELAYANAN DASAR KEPADA WARGA
LAYANAN YANG TER DAMPAK
PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

TANG TERLAYARI

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
KETENTERAMAN DAMN KETERTIBAN
UMUM YANG TERSEDIA

1.6

Peta Proses Bisnis

JUMLAH LAPORAN HASIL PENGEMBANGAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEIABAT PPNS.
PENEGAK PERDA

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah

bagi pemangku kepentingan.

sebagaimana skema berikut:

Peta proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja
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Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja
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WALI KOTA

PROSES LAINNYA

SAT . 04

Akuntabilitas dan Transparansi dalam
pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Kota Dumai

Dinas//Badan
Nnvestor

PROSES UTAMA

SAT. 01
Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Keterfiban
Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Masyarakat

PROSES PENDUKUNG

SAT 02
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
serta Perlindungan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

SAT .03
Meningkatkan Kebijakan
Penegakan aias pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah seria pengamanan
aset daerah.

WAL KIOTA

Dinas/ Badan
Areestor

Masyarakal

(sesuaikan peta proses bisnis PD masing-masing)

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Surat
Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1309.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023

Hal 4, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:
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BerAKHLAK melayani
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RENCANA WAKTU STATUS/
REKOMENDASI LHE AKSI TARGE PENANGGU | PROGRES
NO 2023 TINDAK T PEI\I"AAA'ﬁA NG JAWAB | PENYELEs | AKSI/EVIDEN
LANJUT AIAN

1 Satuan Polisi Pamong | Mengupload | Februari | Februari Bid SDA Output https://satpolpp.d
Praja Kota Dumai Renja dan 2024 2024 (Seksi Data | Sudah umaikota.go.id/in
diharapkan Rens?ra di dan tercapai formasi/dokumen
mempublikasikan website Informasi)
dokumen resmi Satpol

o PP
perencanaan kinerja
Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Dumai
baik jangka pendek
menengah maupun
jangka panjang pada
website atau media
sosial resmi Satpol
PP Kota Dumai

2 | Seluruh Pegawai Membuat Septemb | September | Pimpinan Output https://drive.goog
Satuan Polisi Pamong | PK dari er 2023 | 2023 dan Seluruh | Sudah le.com/drive/fold
Praja Kota Dumai Ezg:gg ::I ASN Satpol | tercapai gg&\;‘i;ggl’i‘”?
merumuskan Eselon IV, PP MAccsopTSAFf?u
perencanaan I_(_lnerja hingga Staff sp=share. link
berupa Perjanjian
Kinerja (PK 2023)

3 Satuan Polisi Menyusun Desemb | Desember Sekretariat Output https://drive.goog
Pamong Praja Kota rencana aksi | er 2023 | 2023 Satpol PP Sudah le.com/file/d/1Icy
Dumai diharapkan dan monev tercapai 4zDGOP1xVSNr
mencantumkan rencana aksi sfHZ7fer|SmoT
realisasi rencana aksi SZ.S/V'eW?“Sp‘S

aring
dalam monev
rencana aksi 2023
hingga TW 3 tahun
2023

4 Satuan Polisi Pamong | Sampel Desemb | Desember Sekretariat Output https://drive.goog
Praja Kota Dumai Evaluasi er 2023 | 2023 Satpol PP Sudah le.com/file/d/1txt
diharapkan gienggzwd;gn tercapal glirgiélzLOKszv
evalias kinera pada | T wPaVLLIaXshvie

- w?usp=drive_link
e kinerja (satu sampel
individu) dan lembar
pembayaran TPP
individu (sampel satu
bulan)

5 Satuan Polisi Pamong | Sudah Desemb | Desember Sekretariat Output https://drive.goog
Praja Kota Dumai Melampirkan | er 2023 | 2023 Satpol PP Sudah le.com/file/d/1hl5
diharapkan membuat | Tabel tercapai 7fFnhSkJ6-
dan melampirkan Evaluasi DGqOOuEuPasS
tabel evaluasi renstra | ReNS1a HOc3xmr2iview?

usp=sharing
PD atau tabel
pengendalian (dalev
renstra) Perangkat
Daerah 2021-2026
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PERENCANAAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan
berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil,
potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan
sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi
dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi
serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun
2024.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai membuat Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan
kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. RENSTRA juga
memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari
Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat
kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan
strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan
kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat
diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota
Dumai Tahun 2021 — 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 — 2024 yaitu “ Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,
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Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di
Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam
melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian
yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh
Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 ( Lima ) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai
yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu

Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai
terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tersebut
adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1

MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN
DAERAH YANG BAIK

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPIJMD Kota Dumai 2021-2026
tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya
menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari
Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu
lima tahun kedepan dari tahun 2021 — 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Kota Dumai Tahun 2021 — 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya

dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja
PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memuat
esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat
merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan
dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Satuan
Polisi Pamong Praja Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa
Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian
target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan.
Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran
inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan
pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dumai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan
mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan,
program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk
masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja guna memberikan
pelayanan kepada masyakat dalam bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 — 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong
Praja 2021-2026

IKU WALI KOTA IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator
RPJMD RPJIJMD RPJIJMD Renstra Renstra Renstra
Meningkatkan Meningkatnya [Indeks Terwujudnya Meningkatkan Persentase
Reformasi Kualitas Kepuasan Pelayanan Publik  [Pelayanan Publik |[Pemeliharaan
Birokrasi dengan |Pelayanan Masyarakat  |Di Bidang di Bidang Ketertiban Umum,
indikator Indeks  Publik Ketertiban Umum, |Ketertiban Ketentraman, dan
Reformasi Ketentraman dan  [Umum, Perlindungan
Birokrasi Perlindungan Ketentraman dan |Masyarakat
Masyarakat Perlindungan Tingkat
dengan Indikator Masyarakat Penyelesaian
Indeks Kepuasan Pelanggaran K3
Masyarakat Atas (Ketertiban,
Pelayanan Ke_tentraman, dan
Ketertiban Umum, Keindahan)
Ketentraman, dan Persentase
. Penegakan
Perlindungan Peraturan
Masyarakat Daerah
2.3  Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka
yang
dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja,

disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program
Pembangunan Perubahan RPIJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai

tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:
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Tabel 2.3
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Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Visi :

Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada
Budaya Melayu

MISI ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terwujudnya Pelayanan
Publik di Bidang
Ketertiban Umum,
Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat.

Meningkatnya
Pelayanan Publik di
Bidang Ketertiban
Umum, Ketentraman
dan Perlindungan
Masyarakat.

Meningkatkan Pelayanan
Publik di Bidang
Ketertiban Umum,
Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat.

Meningkatkan pelaksanaan patroli rutin dalam
pengendalian keamanan, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di seluruh daerah.

Meningkatkan Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di seluruh daerah. Dengan
cara Penempatan Petugas Satpol PP di beberapa
Kelurahan sebagai bentuk upaya Percepatan Respon
Terhadap Pengaduan Masyarakat (Pamongbin
Trantibmas).

Adanya Pelaksanaan dalam Penanganan dan
pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa

Peningkatan dalam hal pengawalan pejabat dan atau
orang penting dan pengamanan tempat - tempat
penting rumah dinas pejabat serta acara - acara resmi

lAdanya pelaksanaan pengoordinasian kerja sama
tekhnis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di
bidang Sumber Daya Aparatur serta sumber daya
anggota Perlindungan Masyarakat.

Adanya Kegiatan " Prajawati Goes To School " yang
merupakan kegiatan cegah dini yang ditujukan bagi
anak - anak remaja.

Peningkatan dalam Penertiban ODGJ dan GEPENG

Peningkatan dalam Penertiban Pasar

SDM Aparatur Internal

Meningkatnya
Pelayanan Publik di
Bidang Ketertiban
Umum, Ketentraman
dan Perlindungan
Masyarakat.

Melaksanakan
Peningkatan Sumber
Daya Manusia, serta
Perlindungan Masyarakat
di Lingkungan Kota Dumai

Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dengan kegiatan Kesamaptaan Bagi
Personil Satpol PP

[Adanya perekrutan personil untuk pelaksanaan tugas
pelayanan publik yang lebih optimal.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk
pembinaan dan pelatihan personil dalam hal Ketertiban
Umum,ketentraman dan perlindungan masyarakat.

/Adanya pelaksanaan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber
Daya Polisi Pamong Praja

Peningkatan kapasitas
pengamanan aset daerah

Meningkatkan Kebijakan
Penegakan atas
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.

Melaksanakan Kebijakan
Penegakan atas
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.

Peningkatan dalam penanganan atas pelanggaran
penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan

Peningkatan Pengawasan pemantauan terhadap
pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

IAkuntabilitas dan
Transparansi dalam
pelayanan publik

JAkuntabilitas dan
Transparansi dalam
pelayanan publik

Melaksanakan
Akuntabilitas yang
tansparansi di lingkungan

Perangkat Daerah

Peningkatan Akuntabilitas yang transparansi di Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Dumai

14
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Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di aas, maka dijabarkan

dalam program dan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan
Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome)
berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai

NO Sasaran Strategis

Uraian Indikator Kinerja Utama

1 Meningkatkan Pelayanan Publik 1. Persentase Pemeliharaan Ketertiban
Dibidang Ketertiban Umum, Umum, ketentraman dan Perlindungan
Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

Masyarakat 2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan)

3. Persentase Penegakan Peraturan
Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan
dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Satuan Polisi
Pamong Praja Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan

tujuan selama Tahun 2024.
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Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di Tahun

2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatkan Pelayanan Persentase Pemeliharaan 100 %
Publik Dibidang Ketertiban Ketertiban Umum, ketentraman
Umum, Ketentraman, dan dan Perlindungan Masyarakat
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran 100 %
K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan)
Persentase Penegakan Peraturan 100 %
Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran
sebesar Rp13.540.562.420,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus
enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua)

Program Kerja antara lain :

Tabel 2.6
Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai TA. 2024

No. Program Anggaran Sumber Dana
1. Program Penunjang Urusan |Rp. 9.781.016.120 APBD

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
2. |Program Peningkatan Rp. 1,566,567,100 APBD

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

JUMLAH Rp. 11.347.583.220 APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal ...September
2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai tahun
2024 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.7

Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai
Perubahan TA. 2024

No. Program Anggaran Sumber Dana

1. |Program Penunjang Urusan Rp. 10.762.471.620 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2.  |Program Peningkatan Rp. 2.778.090.800 APBD
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

JUMLAH Rp. 13.540.562.420 APBD

17
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AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian
kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat
dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan
strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik
(Perpres No 29 Tahun 2014).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil
kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 — 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam
penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai
peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
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yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

X # bangga
i melayani
bangsa

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 > 90 Sangat Tinggi

2 76 < 90 Tinggi

3 66 < 75 Sedang

4 51 < 65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan
Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam
kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana
Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran Kkinerja tersebut
dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus
perhitungan yaitu:
1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat

capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :capaian = realisasi x 100%
target
2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat

capaian (PPRTC) digunakan rumus:

realisasi—target

b. Rumus :capaian = target — x 10084

targat

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja,

dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :
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Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja
Nilai Capaian Kinerja .
No Atribut

% Keterangan Persentase

Delapan puluh lima persen sampai

0 0,
1 | 85%s.d 100% dengan seratus persen

Sangat Berhasil

Tujuh  puluh persen sampai
2 | 70% s.d < 85% |dengan kurang dari delapan puluh lima Berhasil
persen

Lima puluh lima persen sampai dengan

0, 0,
3 55% s.d < 70% kurang dari tujuh puluh persen

Cukup Berhasil

4 < 55% Di bawah lima puluh lima persen Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum
ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian yang tetap. Target
yang ditetapkan tahun 2024 adalah jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan dan yang ditindak
lanjuti sebanyak 70, realisasi sebesar 100%, tercapai atau bernilai kinerja sangat
tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai

sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 cenderung tetap.

(96,29%)
Target 100 %

REEIRERS 100 %

b. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman,
dan Keindahan )

Capaian kinerja untuk indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (
Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan ) menunjukkan capaian yang tetap. Target

yang ditetapkan tahun 2024 adalah jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan
20
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sebanyak 802 kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan, realisasi sebesar

100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun
2024 adalah tetap.

Nilai Anggaran Rp. 1.388.948.
Capaian 2024 Rp. 1. 374 514 692
(98,96%)

Target 100%
Realisasi 100%

c. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah
menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah dari
jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi sebanyak 20 Peraturan Daerah,
realisasi sebesar 12 Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan, tercapai
60% atau bernilai kinerja sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023
sebesar 16 Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dari 49 Peraturan
Daerah yang memuat sanksi atau tercapai sebesar 32,65%, maka capaian tahun 2024

meningkat sebesar 27,35%

Nilai Anggaran Rp. .662.
Capaian 2024 Rp. 271.665.000
(97,84 %)

Target 100%
REENRER 60%

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir
Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk
melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa
dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan
data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
: . L Target Realisasi Capaian
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinetia | — 000 oo e 5000 | 2003 [ 2024 | dst | 2022 | 2023 | 2024
1. Meningkatkan Persentase 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100%
Pelayanan Publik Pemeliharaan
Dibidang Ketertiban [Ketertiban Umum,
Umum, Ketentraman, ketentraman dan
dan Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Tingkat Penyelesaian 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100%
Pelanggaran K3
(Ketertiban,
Ketentraman, dan
Keindahan)
Persentase 100% | 100% | 100% 30,88%(32,65%| 60% 30,88% [32,65% | 60%
Penegakan
Peraturan Daerah
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Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu
oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama
adalah Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal
dari perhitungan Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yang di tindak lanjuti dibagi dengan jumlah laporan gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima. Dalam tahun 2022,
jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
yang diterima sebanyak 37 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 37, capaian

kinerja sebesar 100%.

b. Pada tahun 2023 Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman
dan Perlindungan Masyarakat, Realisasi pada tahun 2023 adalah jumlah laporan
dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima
sebanyak 45 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 45, capaian kinerja
sebesar 100%.

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah
100% dengan rincian jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan dan yang ditindak

lanjuti sebanyak 70, capaian kinerja sebesar 100%.

Rp. 2023
Anggaran 1.111.480.000 Realisasi 2023 Realisasi lebih baik

Capaian 2024 100% 100%
Target 100% Capaian 2023 Capaian lebih baik

Realisasi 100% 100%
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2 a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) yang diperoleh dari perhitungan Jumlah
Pelanggaran K3 yang di selesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, dan Keindahan) yang di temukan. Untuk tahun 2022 tingkat penyelesaian
pelanggaran K3, jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 1.164 kasus dari

1.164 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.

b.Untuk tahun 2023 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan), jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 1.710 kasus dari 1.710

kasus pelanggaran yang ditemukan, dengan capaian kinerja 100%.

c¢. Pada tahun 2024 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan), dengan rincian jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 802

kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.

Nilai Rp. 2023
Anggaran 1.388.948.100 Realisasi 2023 Realisasi lebih baik

Capaian 2024 100% 100%
Target 100% Capaian 2023 Capaian lebih baik

Realisasi 100% 100%

3. a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase penegakan Peraturan
Daerah, diperoleh dari perhitungan Jumlah Peraturan Daerah yang memuat
sanksi di Tegakkan di bagi dengan jumlah Peraturan Daerah yang memuat
sanksi. Untuk indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun
2022, jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 21
dari 68 Peraturan Daerah, capaian kinerja 30,88%.

b. Untuk indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2023,
jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 16 dari 49
Peraturan Daerah, capaian kinerja 32,65%.

c. Untuk indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2024,
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jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 12 dari 20
Peraturan Daerah, capaian kinerja 60%.

Rendahnya capaian Kkinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah
disebabkan karena Tidak Semua Perda yang memuat Sanksi di tegakkan oleh
Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD
Pengampunya.

Crene 100% Perbandingan realisasi dan Capaian
Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun
2023
Realisasi 2023 Realisasi lebih baik
32,65%
Capaian 2023 Capaian lebih baik
32,65%

Anggaran
Nilai Anggaran Rp. 277.662.700
Capaian 2024 100%

Target 100%
Realisasi 60%

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra
Perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun
2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Dumai Tahun 2021 — 2026 yaitu:
a. Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Pemeliharaan
Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 sudah
cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100
poin dan terealisasi 100 poin pada tahun 2024
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Efesiensi 100%
Anggaran
Nilai Rp. 1.111.480.000
Anggaran

Perbandingan dengan Target Renstra
Target 2024 Capaian Terhadap Renstra
100% 100%

Capaian 2024 100%
Target 100%
Realisasi 100%

b. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
dan Keindahan)
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) tahun 2024 sudah
melebihi/cukup/kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target

Renstra sebesar 100 poin dan terealisasi 100 poin pada tahun 2024

Efesiensi 100%

Anggaran Perbandingan dengan Target Renstra

2231 Ll Target 2024 Capaian Terhadap Renstra
S 100%. 100%

Capaian 2024 100%
Target 100%
Realisasi 100%

c. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2024 kurang dari target akhir
Renstra yaitu sebesar 60% dari target Renstra sebesar 100 poin dan terealisasi 60

poin pada tahun 2024
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Efesiensi 100%
Anggaran
Nilai Rp. 277.662.700
Anggaran

Perbandingan dengan Target Renstra
Target 2024 Capaian Terhadap Renstra
100% 60%

Capaian 2024 100%
Target 100%
Realisasi 60%

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional
Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar

Nasional sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional
SASARAN REALISASI | REALISASI
NO STRATEGIS INDIKATORKINERJA 2022 NASIONAL KETERANGAN
. Persentase Pemeliharaan 100% - Tidak ada Standar
1. Meningkatkan Pelayanan . .
I . Ketertiban Umum, nasional yg
Publik di Bidang Ketertiban
Ketentraman dan berhubungan
Umum, Ketentraman dan .
. Perlindungan Masyarakat langsung dengan
Perlindungan Masyarakat [ - Lo
Tingkat Penyelesaian 100% - kinerja Satpol PP

Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman,
dan Keindahan)
Persentase Penegakan 30,88% -
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja serta Alternative Solusi
1. Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat
a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum,
Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian yang tetap.
Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100%,

tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan

27



)4
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

X # bangga
melayani
‘ bangsa

realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka
capaian tahun 2024 cenderung tetap.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase
Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat. Sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai
berikut:

- Adanya Petugas Pamong Bintrantibomas, sebagai salah satu upaya reaksi
cepat terhadap Penanganan Laporan Gangguan Trantibomas di masyarakat.

- Petugas Patroli Harian secara langsung akan digerakkan dalam mengatasi
laporan gangguan trantibmas di tempat yang belum dijangkau oleh petugas
Pamong Bintrantibmas.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban
Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Petugas Pamong Bintrantibmas sampai saat ini masih terbatas di kelurahan
Dumai Kota saja. Hal itu dikarenakan masih terbatasnya Anggaran yang
tersedia serta keterbatasan jumlah Anggota yang tersedia saat ini.

- Kendaraan Patroli yang sudah cukup tua, sehingga sering mengalami
kerusakan cukup menghambat pergerakan petugas patroli.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban
Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Merekrut/ Menambah Jumlah Personil Satpol PP, serta mengupayakan

penambahan anggaran untuk perawatan Kendaraan.

2. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan)

a. Capaian kinerja untuk indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) menunjukkan capaian yang tetap.

Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100%,

tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka
capaian tahun 2024 bersifat tetap.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Tingkat Penyelesaian
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Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan). sesuai target
yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Telah dilakukannya Patroli Rutin dalam hal menindaklanjuti Laporan dari
masyarakat mengenai pelanggaran Perda/Perkada dan juga dalam
Penanganan Gangguan Trantibum dan di lingkungan Kota Dumai
- Terbentuknya Pamong Bintrantibmas yang di tempatkan disetiap Kelurahan
yang ada di Kecamatan Dumai Kota, dimana Petugas tersebut khusus
menerima pelaporan masyarakat dalam penanganan Gangguan Ketentraman
dan Ketertiban Umum di lingkungan masyarakat di kelurahan masing masing.
c. Faktor penghambat Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) adalah sebagai berikut:
- Kondisi Kendaraan Patroli yang jumlahnya sangat terbatas dan sudah cukup
tua, sehingga sering mengalami kerusakan cukup menghambat pergerakan
petugas patroli.
- Petugas Pamong Bintrantibmas sampai saat ini masih terbatas di kelurahan
Dumai Kota saja. Hal itu dikarenakan masih terbatasnya Anggaran yang
tersedia serta keterbatasan jumlah Anggota yang tersedia saat ini.
d. Tindak lanjut Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) adalah sebagai berikut:
- Merekrut/ Menambah Jumlah Personil Satpol PP, serta mengupayakan

penambahan anggaran untuk perawatan Kendaraan.

3. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target
yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 60%, tercapai
60% atau bernilai kinerja rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2023 sebesar 32,65%.atau tercapai sebesar 32,65%, maka capaian tahun
2024 meningkat sebesar 54,42%
b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kurang dari target yang
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Untuk Indikator Kinerja Utama persentase penegakan Peraturan Daerah tidak

telah ditentukan adalah sebagai berikut:

dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu Perda yang di
tegakkan hanya 12 Perda memuat sanksi dari keseluruhan 20 Perda Kota
Dumai yang memuat sanksi.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Rendahnya capaian pada indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah
dikarenakan perhitungan persentasenya diperoleh dari rumus Jumlah
Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dibagi dengan jumlah
Peraturan Daerah yang memuat sanksi. Dalam hal ini tidak semua Perda yang
memuat Sanksi di tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut
hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
- Pentingnya dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah
Kota Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda
yang memuat Ketentuan Sanksi Pidana
- Akan segera dibentuknya Sekretariat PPNS yang berkedudukan pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yang bertugas dalam hal melakukan
koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan,

operasional penyidik penegakan peraturan perundang - undangan didaerah.
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3.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan taupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

: capaian
No. IKU sasaran findikator Program| Nama Program ;ﬁ:gr?; i?ﬁglr?: Satuan anggaran (Rp) realisasi (Rp) anggaran
Program (%)

1 |Persentase Meningkatkan |Persentase PROGRAM 100 100 % Rp1.111.480.000,4 Rp1.070.268.000,1 96,29

Pemeliharaan Pelayanan peningkatan PENINGKATAN

Ketertiban Publik Dibidangketentraman dan |[KETENTRAMAN

Umum, Ketertiban ketertiban umum |DAN KETERTIBAN

Ketentraman dan  [Umum, UMUM

Perlindungan Ketentraman,

Masyarakat dan
2 [Tingkat Perlindungan 100 100 % Rp1.388.948.100,- Rp1.374.514.692,1 98,96

Penyelesaian Masyarakat.

Pelanggaran K3

( Ketertiban,

Ketentraman,

dan Keindahan )
3 |Persentase 100 60 % Rp277.662.700,- Rp271.665.000,- 97,84

Penegakan

Peraturan Daerah.
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Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Satuan Polisi

Pamong Praja dapat dlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
. : 0
No Sasaran Strategis . InQ|kator Ca}pa@n o SEEIEILE
Kinerja Utama Kinerja Anggaran
1 | Meningkatkan Pelayanan Persentase 100% 96,29
Publik di Bidang Ketertiban | Pemeliharaan
Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Perlindungan Masyarakat Umum,
Ketentraman
dan
Perlindungan
Masyarakat
Tingkat 100% 98,96

Penyelesaian
Pelanggaran K3
( Ketertiban,
Ketentraman,
dan Keindahan )

Persentase 60% 97,84
Penegakan
Peraturan
Daerah.

a.

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::
Pada Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu Persentase Pemeliharaan
Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat tingkat
efisiensinya adalah 103,85% berasal dari perhitungan persentase capaian
kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran
tahun 2024 ( 96,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi

penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;

b. Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

( Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan ) tingkat efisiensinya adalah 101%
berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi
dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 ( 98,96%). Pencapaian
tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk
dalam kategori SANGAT EFISIEN;
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c. Pada Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Persentase Penegakan Peraturan

Daerah tingkat efisiensinya adalah 61,32% berasal dari perhitungan persentase

capaian kinerja tahun 2024 (60%) dibagi dengan persentase penyerapan

anggaran tahun 2023 ( 97,84%). Pencapaian

tersebut menunjukkan bahwa

efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG

EFISIEN,;

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja

perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai

berikut:

Tabel 3.8
Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Alokasi Anggaran (Rp)

Realisasi

PROGRAM PENINGKATAN
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

2.778.090.800

2.717.797.692

Penanganan Gangguan

1 Ketentraman dan
Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

2.437.296.100

2.383.541.592

Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

1.325.816.100

1.313.273.592

Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan dan
Pengawalan

1.081.480.000

1.040.768.000

Penindakan Atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa

30.000.000

29.500.000

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

277.662.700

273.015.000

1

Penyuluhan terhadap
Pelanggar Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah

79.941.000

77.932.000
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Penanganan Atas Pelanggaran 167.722.300 165.986.000
2 |Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala daerah
Pengawasan Atas Kepatuhan 29.999.400 29.097.000
3 [Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Pembinaan Penyidik Pegawai 63.132.000 61.241.100
3 |Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota
1 Pembentukan PPNS Penegak 63.132.000 61.241.100

2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

10.762.471.620

9.955.128.294

1

Per

encanaan, Penganggaran

dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

21.976.100

15.464.400

1

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

4.999.200

2.700.000

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

2.496.000

2.297.600

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

2.993.400

1.500.000

Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

2.493.400

2.399.000

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

2.995.700

2.250.000

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.998.400

4.317.800

Per

Administrasi Keuangan

angkat Daerah

6.573.329.720

6.383.185.431

1

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

6.526.828.720

6.339.840.948

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

22.307.100

20.724.783

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD

20.221.100

20.219.700

Penyusunan Pelaporan dan
IAnalisis dan Prognosis
Realisasi Anggaran

3.972.800

2.400.000

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

12.580.700

11.494.000

1

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

3.402.800

3.401.000

Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

4.399.300

4.239.000

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

4.778.600

3.854.000
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Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

29.445.000

28.500.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

29.445.000

28.500.000

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

654.299.200

628.093.900

1 |Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

23.423.000

22.272.400

2 |Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

83.864.700

61.431.500

3 [Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

114.999.900

113.778.000

4 |Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

13.651.600

12.252.000

5 |Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

27.360.000

27.360.000

6 [Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

391.000.000

391.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

136.774.560

1 |Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

136.774.560

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

2.683.220.340

2.448.780.967

1 |Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

6.800.000

6.800.000

2 |Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

144.000.000

135.833.207

3 |Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

228.000.000

228.000.000

4 |Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

2.304.420.340

2.078.147.760

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

650.846.000

439.609.596

1 [Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

38.000.000

38.000.000

2 [Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

374.026.000

373.673.596

3 |Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

38.820.000

27.936.000

4 |Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

200.000.000
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PENUTUP

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah dapat memenuhi
tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi, hal ini tercermin dari dapat
dilaksanakannya tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2022-2026 yang harus diwujudkan dalam tahun 2024 melalui pelaksanaan 2 (dua)
program 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga Puluh Enam) sub Kegiatan. Hal ini tidak
terlepas dari komitmen Satpol PP Kota Dumai beserta dukungan para staf
dilingkungan Satpol PP Kota Dumai untuk mencapai sasaran yang ditetapkan tahun
2024, disamping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.

Untuk Tahun 2024, ditetapkan 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari masing-
masing indikator tersebut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat
Tahun 2024 target kinerja adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah laporan
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti
dibagi dengan jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yang diterima. dengan rincian jumlah laporan dari gangguan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan

dan yang ditindak lanjuti sebanyak 70, capaian kinerja sebesar 100%.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan).
Untuk tahun 2024 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
dan Keindahan) diperoleh dari perhitungan Jumlah Pelanggaran K3 yang di
selesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan) yang di temukan. dengan rincian jumlah pelanggaran K3 yang
diselesaikan sebanyak 802 kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan,

capaian kinerja 100%.

3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah.
indikator persentase penegakan Peraturan Daerah diperoleh dari perhitungan

Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan di bagi dengan jumlah
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Peraturan Daerah yang memuat sanksi. Untuk tahun 2024, jumlah Peraturan

Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 12 dari 20 Peraturan Daerah,
capaian kinerja 60%.

Rendahnya capaian kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah disebabkan
karena Tidak Semua Perda yang memuat Sanksi di tegakkan oleh Satpol PP,

sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya saja.

Adapun permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada sub urusan
Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
Permasalahan :

- Petugas Pamong Bintrantibmas dibentuk sebagai salah satu upaya reaksi cepat
terhadap Penanganan Laporan Gangguan Trantibmas di masyarakat, yang mana
Petugas Pamong Bintrantibmas ini ditempatkan langsung di tengah masyarakat
dalam hal ini satu orang petugas di beri tanggung jawab memantau permasalahan
di satu kelurahan yang ditunjuk. Namun, Petugas Pamong Bintrantibomas sampai
saat ini masih terbatas di kelurahan yang ada di kecamatan Dumai Kota saja
dikarenakan masih terbatasnya Anggaran yang tersedia serta keterbatasan jumlah
Anggota Satpol PP yang ada saat ini.

Sedangkan untuk area lain yang belum terjangkau petugas Pamong Bintrantibmas
apabila ada laporan mengenai gangguan Trantibum, akan ditindaklanjuti oleh
petugas Patroli yang bertugas pada hari itu.

- Usia Kendaraan Patroli yang sudah cukup tua, sehingga sering mengalami
kerusakan serta memerlukan biara perawatan kendaraan yang cukup besar
seringkali menghambat pergerakan petugas patroli.

- Rendahnya capaian pada indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah
dikarenakan perhitungan persentasenya diperoleh dari rumus Jumlah Peraturan
Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dibagi dengan jumlah Peraturan Daerah
yang memuat sanksi. Dalam hal ini tidak semua Perda yang memuat Sanksi di
tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD
Pengampunya.
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Pemecahan Masalah/ Solusi :

- Merekrut/ Menambah Jumlah Personil Satpol PP, serta mengupayakan
penambahan anggaran untuk perawatan Kendaraan.

- Pentingnya dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota
Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda yang memuat
Ketentuan Sanksi Pidana

- Akan segera dibentuknya Sekretariat PPNS yang berkedudukan pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Dumai, yang bertugas dalam hal melakukan koordinasi,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidik

penegakan peraturan perundang - undangan didaerah

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas
pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan
petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan
ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Januari 2025
N POLISI PAMONG

NIP. 19840511 200212 1 001
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026
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CARA MENCAPAI TUJUAN DAN

TUJUAN SASARAN SASARAN KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR FORMULA KONDISI TARGET URAIAN | INDIKATOR FORMULA KONDISI TARGET STRATEGI KEBUAKAN PROGRAM
PERHITUNGAN AWAL PERHITUNGAN AWAL
2020| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |202| 2025 | 2026
a4
1 2 3 4 £ 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21
[TERWUJUDNYA ndeks Kepuasan Jumlah laporan gangguan 100% 100% 100% 100% 100% 1008 ATKA! [Jumiah laporan gangguanl 100% | 100% 1008 100% |100%| 100% 100% Pelay; 1. Program
PELAYANAN PUBLIK Afas umum dan PELAYANAN [Pemeliharaan ketertiban umum dan Publik di Bidang Ketertiban|patroli rutin dalam [Penunjang Urusan
DIBIDANG Pelayanan ketenteraman masyarakat PUBLIK i atertinan 1 Y Limum, dan -
KETERTIBAN UMUM, Ketertiban Unum, yang di tindak lanjuti 100% DIBIDANG Jumum, yang di tindak lanjuti i umum dan kabupaten/Kota
[KETENTRAMAN, fcetentraman, dan —_— KETERTIBAN  JKetentraman dan 100% ketentraman masyarakat di
pAN Perindungan jumiah laporan gangguan [100% " e ———  mp——r—y
PERLINDUMNGAN il umum dan i’ jumiah laporan gangguan
ETENTRAMAM, M. ki
MASYARAKAT ketenteraman masyarakat ban  fMasyarakat ketertiban umum dan
yang diterima x 100% 1 Y
L] yang diterima x 100%
PAASYARAKAT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat 100% 100% 100% 100% |100%| 100% 100% F dalam 1. Program
Jumlah Pelanggaran K3 JPenyetesaian Jumlah Pelanggaran K3 Sumber Daya o _
yang di selesaikanx100% ks frane di selesaikanX100% e i dan
Jumizh Pela ran K3 | K=tertiban, Jumiah Pelanggaran K3 “_erlindmgan Masvaﬁkat_ Peraturan Daerah dan JKetertiban Umum
X100% JKetentraman, X100% Hi Lingkungan Kota Dumai |Peraturan Kepala Daerah.
kian Keindahan)
100% 1008 100% 1008 100% 100% 100% Persentaze 100% 100% 100% 100% |100%| 100% 1008 ghkatan Akuntabilitas
Fenegakan | Jumnlah Peraturan Daerah bukuntabilitas yang yang transparansi di Satuan
Jumiah Peratutran E:(a'_?':_h Feraturan Daerahll yang memuat sanksi di ansparansi di lingkungan |Polisi Pamong Praja Kota
yang memuat sanksi di Lian Peraturan TegakkanX100% Perangkat Dasrah Dumai
TegakkanX100% eoala Dasrah
jumlah Peraturan Daerah jumlah Peraturan Dtaerah
ang memuat sanksix 100%| yang 'f“e"““a
i sanksiX100%

"‘

NP —TLe S

40511 200212 1 001
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Lampiran 2 : Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

TAHUN 2024
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET | mEAusas) | PRAKIRAAN == TAHUN 2025 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
No KODE Lt KEGIATAN / SUB PERIODE | CAPAIAN | yaRGET RENJIA e L
KEGIATAN / SUB - IODE | RENJA OPD | TARGET REN TARGET 2024 FAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN FENANGGUNG
KEGIATAN NSTRA | TAHUN 2022 A 10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGUINDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH AKPD 2024 2024 MASIONAL | DAERAM
1 2 a a 5 a E s B 0 I 1= 12 14 I 1 | I 12 5 20 2
‘SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.038.616.708,00 11.347.582.220,00 13.590.562.420.00 150174571200 12.735.203.413.00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 12.038.616.708,00 11.347.582.220,00 13.590.562.420,00 1.501.745.712,00 12.735.203.413.00
WIAJIE YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
105 URUSAN PEMERINTAHAN 12.038.816.708,00 11.347.582.220,00 13.540.562.420,00 1501.745.712.00 12.755.203.413,00
BIDANG
DAN u
SERTA PERLINDUNGAN
T
IR PROGRAMPENUNIANG | Persentase penunjang 100 % 100 % 10313.416.708,00 B.781.016.12000 10.762.471.620.00 1327.736.705.00 11.641.153.413,00
URUSAN PEMERINTAHAN | uruzan pems n
DAERAH bidang hetentraman dan
KABUPATENKOTA eriiban umum serts "
indurngan masya
e
Tosozon [o— [ —— o o 2200000000 =1.570.100,00 Z1s7e 10000 Ep—— B ASw SaTUAN 34.080.000.00 | SATUAN FOLIS!
an Evalsasi Dakumen | Dakumen - FOLISI PAMONG FAMONG PRAIA
Firrin Poranghat amran | can Evansne) Kirmeois
vt G
0501 2010091 | Fomyumanan Dakumen Foroncanaan Foanghat Dacrah
[P — 2 Domumen | 2 Darumen =000 000,00 +swe 20000 4209 200.00 P e — arin, [— - 15.000.000.00 | SATUAN FOLS!
Ferencanaan Ferangnat Semua TRANSFER Stanmaz - FAMONG FRAA
Dinean Kacamatan i
Scrmun Felesa
105012010002 | Mooranas Gan Fenyummnan Dorumen A SKED
— 1 Domumen | 1 Damumen prep—— zaseocaca 240000000 “aovaca - =300.000.00 | SATUAN FOLIS!
Firca-Swro gan Laparan - FAMONG FRAA
iazi Kioordnas Pemymunan
Denimen ma-
+o50120 Fooranas Gan Fenyum DoRumen FErGanAn RKA SKED
an Damumen Penanan 1 Domumen | 1 Damumen 2.000.000.00 2sea.e00.00 2.900.400.00 [Py p—— ana, [ — - 7.900.000.00 | SATUAN POLIS!
Firca-Swr dan Laparan Semua TRANSFER Suanims - FAMONG FRAA
H mast Fonyusunan
umen Perumaran
e
1o5.0120 [ ——————"
i Damumen DFA-SiED) 1 Damumen | 1 Damumen =300.000.00 zamsscaca 240040000 000,00 | ot Duma. arin, [ —— - =2m0.000.00 | SATUAN POLIS!
R Laporan Has rooramas: Semua TRANSFER Suanias - FAMONG FRAA
yusran Domumen wecamat Um0, Painuknankam Dan
Dra Skrn .
1os01z0 P ————-
1 Domumen | 1 Damumen 2000.000.00 ) 2908 700.00 PPy p— oama [ —— - 3.300.000.00 | SATUAN POLIS!
Semua TRaNsFER Smpmms - FAMONG FRAA
1oso1z0 ——
2 Laporan | 2 Lapoman 000 000,00 .98 400,00 2388 400,90 180000 | ot Dumas cana [r— - 12.000.000.00 | SATUAN FOUS!
Semun TRaNSFER Staninas , FAMONG FRAA
105012010007 | Evauns romerja Perangkat Dasran
[P p——— oLapomn | 0 Lapoman coo oo a0 000 | seomm Dumas ana [ — - 3.030.000.00 | SaTUAN FOLIS!
Samarga Ferangear Dasran Semua TRANSFER Samninaz : FAMONG FRAA
wecamat Unauaa . Painuknankam Dan
Semun KetDesa | ALOKAS! Unum | Transiemas:
\myanan Pt
1oso1zoe J——— Persentase pembayaran gap 100 7% 100 asiszmasTEo0 384 344 520.00 6.5733za 72000 Zr009a 15900 [ — - aSn Saruan 7581 010.413.00 | SaTUAN FOLIS!
Parangeat Dasran 2 unjangan ASH can an i : FOLIS! PAMONG FAMONG FRAA
penymiesain aparan FrRALL
etiangan tepat s
105012020091 | Fenyeainan Gajiman Turjangan ASN
i Grang yang 25 Orangm | 58 Orang amzesasmoo 372 4em 500,00 ©.520.828 720,00 205.495.159.,00 | wowm Dumas oana [ — - 7.523.010.413.00 | SATUAN FOLIS!
MCrcetone Giajt ciars uten e Scrmun TraNsFER Stabttinz - FAONG FRAA
Tumjangan SN wecamatan Untisa Dana | Foimuknankem Den
Semun KelDesa | A s Uneun | Transmemast
\myanan Pt
105012020008 | Wosranas Gan Penyusunan Laparan Keuangan ARn Tamn SKRD
[P — | Laporan | 1 Lapoman 4000 000,00 353310000 22307 100,00 18.307.100,00 | Kot Dumas oana [R— - 1500000000 | SATUAN FOLS!
ki T SKED chars Sormum . FALKONG FRAA
Laporan e foownast wecamatan
Fenyustman Laparan Semun KelDess
Iewiangan mkn Tamn SKFD
105,01 2020007 | oordnasi dan Femyumumen Laporan Keuangan Suanan Trmuanan’ Semostornn SKFD
[T — 2 Laporan | 2 Laporan 4000 o000 35810000 20331 100,00 16.231.100,00 | Kot Dumas ana [r— - 23.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
Buiaran Trswetianar Sormum TraNSFER Stattims . FALKONG FRAA
“ereran SKED gan wecamatan
Caporan sioornas: Semun KelDess
o g
[ et N—
I Semestoran Sweo
105012020008 | Pemyusunan Fesmporn dan Aaliss Prognoss Assisas Anggarn
i Damumen Pemporan 2 Dowumen | 2 Dowumen 4800 000,00 as7eac000 23972 s00.00 2720000 | wom Duma oana [ — - 17.000.000.00 | SATUAN FOLS!
han Anmiais Frogrozis Sarmua TrANSFER Stabtie - EALIONG FRAA
Proiioat Ay Kecamai UM DANA | Foliakhenken Don
Semun KelDess s Uneun | Tramsmemast
iy Pt
1osoz0a Acminetras: Sarng M| Fersentase oarang me 100 7% 100 14500 000.00 12580 700.00 12580 700.00 181830000 [ — - aSn satUAn 45.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
Dancras pacia Peranghet chncah e porargat Stabttinz - FOLIS! FAMONG FAONG FRAA
Daeran Aoran rerasrnisas Painuknankam Dan FrRALA
oo Transmm
Feinyanan Futak
105012090001 | Pemyusunan Ferencanaan Ketutunan Sarang Witk Ducran SIPD
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PRAKIFAAN MAJU RENCANA

ARGET RAKIRAA DAN
URUSAN | BIDANG o neaLisas | P B TAHUN PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPAIAN
o anne URUSAN | PROGRAM [ I oo P o [narman | | CAFAAN Y KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN | SUB bl AENJA OPD | TARGET REM. TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN NSTRA | TRHUN 2022 A (1012} LoKaS! SUMBER DANA TARGET | PAGUINDIKATIF (Rp) JAWAE
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APED 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
' 2 3 a = o 7 = s 1a 1 12 13 N 15 10 I s 1= 20 21
e —— = Dowumen | @ Dowumen +a00.000.00 saczaca.ca 2202 Bo0.00 “597.200.00 | xoim Dumas e mper - 12.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
Barang At Oasran SKFD i TARNSFER Stamtims PAMONG FRAIA
ecamatan. Untaa o Fainunnankam Dan
Semua KevDesa | ALGKASI L | Tranzem:
Fetnymnan Futa
[PErrr—— Lo (O ————
[P —— + Laperan | 1 Laparan =300.000.00 +assacaca Pp—p— +100.700.00 | wota Duma. [T — - 17.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
an Aeryuzunan Lapora Semua TRANSFER Staniitas FAMONG FRAIA
‘Barang ANk Dasran pacs Kecamatan. UMLM-DANA | Painukhankam en
Sreo Semua KevDess | ALGKAS! UMM | Transmemast
Felaymnan Futa
105012030000 | Penatausanasn Barang Mk Daeran paca SIFD.
Srmtar, Laporan \ Laporan | 1 Lapoman 0000000 FErr= Prp—— “221.200,00 | Hotn D A [r—— B 17.000.000,00 | SATUAN FOLIST
ettt Bararg 1A — TrANSFER Statims . ANIONG FRAA
Dasran paga Skeo ecamatan. untiseoana | Samusnenkem oen
Semua KelDesa | ALGKAS! UMUM | Transiormast
layanan Fubik
Tasarzas PE————— - - .00 ) 20443 000.00 29.443.000.00 - 05, PENNGRATAN 230.000.000,00 | SATUAN POLIS!
Ferangeat Daeran AKUNTARILITAS PE FAMONG FRAIA
LENGGARAAN
FEMERINTAHAN
DAERAH
05, PENNGRATAN
AKUNTAGILITAS PE
ELENGGARALN
FEMERINTAHAN
DAERAH
85012090003 | Fenpadann Fakeian Dines beeria A Kelerghapany
e —— - - .00 ) 5,443 000,00 25.443.000.00 | o Dumas. B 05, FENNGRATAN 230.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
besarta Aot relengRapan Semun TRANSFER AKUNTARLITAS PE PAMONG FRAIA
ecamatan Untiaa 0, e Araan
Semun KevDess | ALGKAS! LuLM FEMERINTAHAN
DAERAH
05, PENINGRATAN
AKUNTARLITAS PE
e Araan
FEMERINTAHAN
DAERAH
. e r—— Fersentase Femerunan 100 100 07 143.000.00 300.430.000.00 o654 25320000 47.154.200,00 [ —— - asn satuan 22 500.000,00 | SATUAN POLIS!
Perangeal Daeran st L Stanias FOLISI PAMONG FAMONG FRAIA
Fevangkar Dasran Palhukhankam Dan
Trametoeat
Falagmnn Ptk
PEPRP— [E— —=
. — + ket - 22500 000,00 2343300000 23473 000,00 5.677.000,00 | Kota Duma [r— - 30.000.000,00 | SaTUAN FOLIST
rtntat Lzt orarangan Sormun AsisreR Stotims FAMONG FRAIA
s Fartoe yeangs Keoamaten Untina o, Ptk Dan
Semun KevDess | ALDKAS UL | Tramsrem:
\nymnan Ptk
105012000002 | Penysdiaan Feraistan san Perengrapan Kantar
e P ——— + et + et o2 000 000,00 1.5904 800,00 =2.804 700,00 1.854.700,00 | wotm Dumas J— - a0.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
PererngRapan Kane yang Semun sSrER Srantims PAMONG FRAIA
Disenanan ecamatan Untiaa 0, Foinuknankam Dan
Scmun KevDess | ALOKAS! UMM | Transmemast
oy Pt
102012000004 | Fenyediaan Sahan Logiaiik Kantor
_amian Faser Ganan Logmnn + Panet + et 75.000.000.00 Erp——— I pp—p—— 39.599.900.00 | ota Dumas. J— - 90.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
Seantar yang Dimecian i aiSFER Stamtims FAMONG FRAIA
ecamatan. Untaa o, Fainurnankam Dan
Semun KevDess | ALDKAS! UMUM | Transmemast
Folnymnan Futa
EEErPT—
mian, Faket Barang + Paket + ket 2280000000 13031 800,00 13.001 0o0a0 2.848.400.00 | Kota Duma. AN [ T— - 25.000.000.00 | SATUAN FOLISI
Tetaran dan Penagandaan ua TRANSFER Staniias - FAMONG FRAIA
yang Dusecianan ecamatan UnisaDanA | Pomusneniem Den
Semun KevDess | ALGKAS! UM | Transmemast
Falayanan Futar
105012000000 | Penyedizan Garnan Bacaan an Ferturan FeRnGang urdang
[T —— = = =7500 000,00 p—— 2730000000 B 27500 000,00 | SATUAN FOLIS!
acamn dan Feraturan Dakumen | Darsmen FAMONG FRAIA
- Unegangan yang
Divectianan
195012000008 | Penymenggaraan Rapat Koornas san Kansumas SKED
miany Laporan 12 Laporan | 12 Lageran 331.043.000.00 303.370.000.00 331.000.000.00 642.000.00 | Semua Memperkust - 280.000.000.00 | SATUAN FOLISI
Fenyeionggaraan Rapat Kotatan, TRANSFER Staniitaz FAMONG FRAIA
Koar s tan Honeu Somua vrred Flhiikarikam Dan
Swero prosiie ALGwAS! Untina | Tranatormamt
Scrmun Relesn oy Pt
. e [—— ersentase Fengadaan 100 100 125208 000,00 oo 130,774 500,00 11 500.300.00 J— - ASn Satuan 525 208.000.00 | SATUAN FOLIS!
Dacran Parrgang Lnusan | Sarang At Dacran Santims FOLIS! PAMONG FAMONG FRAIA
Femanrian Dasran Lruzan Fainunnankam Dan FRAIA
emmermian Gamran tepat Tranzronm,
i Felayanan Futar
185012070001 | Fengadann Kendaraan Fercrangan Dinas sia Kendarasn Dine dabatan
e — + mn + mn 125.208.000.00 oca aoo “23.208.000.00 | ot Duma. oarn, — - 125.208.000.00 | SATUAN FOLIS!
Ferovangan Dinas at Semua TrRsSFER Stantims FAMONG FRAIA
endaran Dines Jabatan Kecamatan. URILA-DANA Ihkhankam Dan
yang o Semua KelDesa | ALDKAS! UMUM | Transiermasi
Felaymnan Futan
. Fengaan Feraiatan dan Mesin Lannygs
mian, Unit Peratatan dan - 10 unt o.00 ) 13077430000 136.774.200.00 | Kota Duma. - 05 PENINGHATAN 200.000.000.00 | SATUAN FOLISI
Meacin Lk Sormun RaisFER ARKUNTARL ITAS FE =a s
eoamaten UntLA DANA fre= AmAan
Semua KevDesa | ALOKAS! LM FEMERINTARAN
DAERAH
0. FENINGHATAN
AKUNTABILITAS PE
e ari
FEMERINTAHAN
DAERAR
rasa1zos Penyedinan sasa Penurgang | Fersentase P 100 100 23112 emm.00 2304 84m.800.00 2.0a0 22034000 a71.880.311.00 F— - ASn Satuan 1718229, 000.00 | SATUAN POLIS!
Urrsan pemerranan tenan dasa Ferumjang Santims FOLIS! PAMONG FAMONG FRAIA
Uruzan Fainunnankam Dan FRAIA
Diacran i
Folnymnan Pt

1.03.01 2 08 0001

Fenyediaan tasa Surat Menyurat
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= PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TRACET | mEAumas | FRAKIBAAN TAHUN 3025 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPALAN
No KODE Lt LT KEGIATAN / SUB PERIODE | LEAPRAN | TaRGET RENJA Ay ]
KEGIATAN | SUB A PERIODE | memua OPp | TARGET REN TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
NSTRA | TAHUN 2022 S (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rip) JAWAE
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 2020 NASIONAL DAERAH
1 = 2 2 = B - = = @ I 1z 12 14 = ) = = =0 2
sty Lapovan Peryediaan 12 Laparan | 12 Laparan ca00.000.00 &.8a0.000.00 ©.200.000.00 .00 | st Dumar. Dana, Memperat - 7.000.000.00 | SATUAN FOLISI
tnn Srat Neorspurat Sommn TRaNsFER Stanhiar : EAMIONG FRAA
o ivmeres Folhuikhaniaen Do
Scmun KeDes | ALGKAS! s | Transmm
g Pk
103012080002 | Penyeiaan Jasa Kemuniasl, Sumber Daya Ak dan Listik
[P ——— 12 Laparan | 12 Laparan 1 s, 34.090.000.00 | scom Duma. DA [ — E 100.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
Jiaa o, Sumber Semua TRANSFER Stanhims E FAMONG FRAIA
Diaye A chan Lisir gy Kacamatan AR DANA | Pothusamiam Gon
Drmecnaran Semua KetDess | ALOWAS! LM | Transmemast
Pelayanan Fubitk
1.05.01.2.00.0003 [rm—
[P p———— 12 Laporan | 12 Laparan 108540 000,00 103.740.000.00 226 000.000.00 25.450.000.00 | w0t Dumas Dana [ — - 126.000.000.00 | SATUAN FOLISI
Cinsa Feralaran cart Semua TRANSFER Stantims : FAMONG FRAIA
Fenengrapan sanar yang ecamatan Untima DANA | Fomusnemien oan
Dimccnanan Scmun KetDess | ALORAS! Uan | Trans
i Ptk
105012080008 | Penysciaan sasa Petmyanan Umum Kamor
[P ——— 12 Laporan | 12 Laparan 2.0zs s zm00 2024428 80000 =304 420.340.00 27a.020511,00 | som Duma Dana [ — - 1485 225.000.00 | SATUAN FOLISI
“tan Ftnyaran Samun TansFER Stabhia E EAMONG FRAIA
Tantor yang Discdiakan ocamat ivmeres Folhuikhaniaen Dan
Scmun KelDess | ALORAS! Uuum | Transmemast
Felnymnan Fut
1esorzos Fometnaraan Garang ik | Fersentase Sarang M 100 1007 385 050.000.00 3%0.730.000.00 30.845.000.00 201.730.000,00 [ — - AN SaTUAN 1-183.530.000.00 | SATUAN FOLISI
Dinera Famirgang Unusan | Daerah Serunjeng Unscar Stabhia E ROLISI RAMONG EAMONG FRAIA
ity . Folhuikhaniaen Dan j=rvry
Terpannars Transrm
Felnymnan Futi
om0 =0m0001 [— ciar Ptk Mencaraan Foromngan Dinas sian Kondaraen Dinas Jabatan
[P — +umn T unn as.500.000.00 +19.000.000.00 26.000.000.00 [EEPPOSY e—— s [ — - 38.590.000.00 | SATUAN FOLIST
Fevorangan Dias st Semua TRaNSFER Stantims E FAMONG FRAIA
enctaraan Dinas Jatatan ecamatan UnisaDANA | Poiuknaakem oen
Yar Dpetiars S Ketienn | ALDKAS! UM | Transiormaet
Gy Fajabya Ty Pl
+.05.01.2.00.0002 = [a—— [ atai Lapangan
Jr— o 2 12 295 500 000,00 Zezs1000000 74 00.000.00 75.456.000.00 | o Oumas DA [ — - 300.000.000.00 | SATUAN FOLST
razinar i Lapangan Semua TRANSFER Stantims : FAMONG FRAIA
yang Dypeinara cn recamatan Uninaoana | Fomusneaken oen
Eayarican Faja cn Semua KelDesa | ALDKAS! UMUM | Transkrmasi
Fenzmanmya nymnan Fusak
10501 209.0000 | Pemesnarasn Peraman san Mesn Lainmya
[P —— 20 Uit 20 it 25000 000,00 35820 000,00 35.820.000.00 “16.150.009,00 | #ota Dumet DA [r—— E 35.00.000,00 | SATUAN FOLIST
Lainnya yang Dpetnars Semun TRaNsFER Stantims : FAMONG FRAIA
ecaman et Foinuknanizn Dan
Scomun Kelesn | Al 1 Unana | Tranatoeraat
iy Fupa
105012050005 | Fometharaan ficheibiast Godung Wanior dan Bangunar Loy
[T —— - e cao ) 200.000.000.00 Zoa.ca0000.00 | - oA B - 750.000.000,00 | SATUAN FOLIST
s Loy yarng TRansrER : FAMONG FRALA
Dipenara Direhabitas: UMLSA-DANA
ALGHAS! Lnata
= | 1es02 PROGRAM PENINGKATAN | Parsentase peningkatan 100 % 100% 1.725.400.000,00 1.566.567. 2.776.000.500.00 £11.350.000,00 1.114.050.000.00
KETENTERAMAN DAN kestanteraman dan
KETERTIBAN UMUM kestartiban umum
Jr— = 2 1.578.300. 000,00 124724010000 2.437.290.100.00 105879010000 as. . za7.290.000.00 | SATUAN FOLIST
Wemrtgraman aan Keteriman | Sangguan serenraman Gn = [ — Stantims ARLNTABILITAS PE | uma FAMONG FRAIA
Lo s 1 (San) emiranan U & e Famurnanram oan | NYE
Dacran Kabupaisnkata ‘Damar Transiemast FEMERINTAHAN
iy Futtk | DAERA
a5, PENINGRAT AN
AKUNTABILITAS P&
Hive:
FEMERINTANAN
DAERAH
— [P — rmum
[P —— PR ps— 7a1.0m0.000.00 car.oasaca0n PEp———— 564.106.100,00 | soim Dumar. s [ — a5, PENINGHRATAN 120.000.000.00 | SATUAN FOLIS!
i Semua TRaNSFER Stantims ARLINTABILITAS FE FAMONG FRAIA
v Ferirungan Kecamatan UMUM-DANA | Polhukhankam Oan | NYE
Myl intern ramghe S Fetesn | HAGE HASH Transtoermant PEMERINTAMHAM
s - Felayanan Pk | DAERAR
G5, PENINGKATAN
AR TAS FE
ELENGEARAAN
FEMERINTANAN
DAERAH
. - rmam Metans etenss Oire can Cegan O v e— [rep—
urmiar taporan Gangguan 20 1aparan | 20 taparan 1.081.480.000.00 404.620.000,00 | roam Dumar. DA [ — a5, PENINGHRATAN 282.220.000.00 | SATUAN POLIST
teraman dan eermnan Semua TRaNSFER Stantims ARLINTABILITAS FE FAMONG FRAIA
Ui yang Dicegar: Meiat Kecamatan UMUBM-DANA | Polbukhankam Oan | NYELENGGARAAN
Dt Dy can Cogan o Semua KelDess | @A HASL Transmmomast PEMERINTAHAN
Pemtraan dan Fermpuunan. Felnyanan Pk | DAERAR
Faval, Fengamanan, dan G5, PENINGKATAN
i AR TAS FE
rves
PEMERINTAHAN
Fan
1es0zzat.0010 [rp— Perda dan Perkada Metakl Penertban dan Fenanganan Unjus Rasa dan Kensunan Massa
urniars caporan Gangguan 10 Laparan | 10 Laparan .00 | romm Dumar. DA [ — a5 FENINGRATAN 25.000.000.00 | SATUAN FOLIST
eterteraman Gan eernnan Semua TRANSFER Stantims ARLNTABILITAS P& FAMONG FRAIA
Limeam tergasarman Fers ecamatan UMM DANA | Poimsnenkem Dan | Nve
cran Ferans e Samun KelDess | BAGI HASK Transirmast FEMERINTAHAN
Fenermman dan Fenanganan Felnyanan Pk | DAERAR
Uik Frasa cian Kerusstian G5, PENINGKATAN
Masan yar Ditakiskon ALINTABILITAS FE
NYELENGGARARN
FEMERINTAHAN
Ran
Tesazzaz Fenegakan Peraturan s Fenegakan o0 3 Kegiatan 230.000.000.00 243.738.000.00 277.002.700.00 27.0az2 700.00 os. ata 457.000.000.00 | SATUAN FOLIST
Do Fevatoran Stanhiar ARUINTABILITAS FE | Dunl EAONG
Pt Bupatwal Kom | Fevaturan wankot [
Transiomast FEMERINTAHAN
iy Futtk | DAERA
G5 FENINGIATAN
UNTABILITAS PE
ELENGGARAAS
FEMERINTANAN
DAERAH
105022020008 | Fembiman den Fanyukian terhaiep Felanggar Feralian Deerah dan Ferahiran Kepee Dasan
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN  BIDANG TARGET | Emaumam || PRAKEAAM =5 =5 TAHUN 2025 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
KODE L KEGIATAN | SUB perioDE | pCATRAN | TARGET RENJA A
KEGIATAN | SUB AN PERIOOE | mEMJA OFD | TARGET RENM TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) SASARAN PENANGGUNG
L oPD UL 2023 (10423 LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024
= a 2 B a B = = @ " 1z ) e ) s = =
[P —— RS P p— 30.000.000.00 Ppp—— 78.941.000.00 22.841.000.00 | o Dumas. 30.000.000.00 | SATUAN FOUST
Femanaan dan Fempwnan i FAMONG FRAIA
iz Femnggar Ferarn recamatsn.
ian Fevatoran Semua KalDesa
Ieepmia Daeran
FenymIckan 1ermames Gupasn FelangEAMN Ferturan Dasrah dan Ferian Kepals Dasran
[P —— 1 Laporan | 1 Lapomn 30.000.000.00 30.000.000.00 aoo “50.000.909,00 | rota Dumar Dana S — 05 PENINGRATAN 30.000.000.00 | SATUAN POLIST
Penyenaan st Dugaan Semua TRaNsFER Saanims ARUNTABILITAS PE FAMONG FRAA
Feianggaran Femtran ecamatan Untise DANA | Foimasnankem Dan | NvE
Daeran dan Peaturan Semua KelDesa HASL Transtom PEMERINTAHAN
Kpia Daerah iayanan Pubik | DAERAR
03, PENINGKATAN
AKUNTABILITAS PE
PEMERINTAHAN
H
105022020008 | Dukumgan Feoiskeanaan Sciang eins Pelenggaran Feratran Deora
urmian Femars yang Dapar [Ee— e —— 20.000.000.00 Ppp—— ) “0.000.000.00 | et Duma. [ r— 05 PENIGRATAN 30.000.000.00 | SATUAN FOUST
Dmangran i TRANSFER Staniias AKUNTABILITAS PE FAMONG FRAIA
rcecamatan UnuseDANA | Foimusnankem Dan | Nve: Arans
Sermua wevDesa | BAGHHASH Transmem FEMERINTAHAN
inyanan Pubak | DAERAH
05 PENINGIRATAN
ARUNTABILITAS PE
=
FEMERINTARAN
ran
= [ ——————
i Danumen 1 Dowuman | 1 Dokuman 30.000.000.00 30.000.000.00 aoo “50.000.909,00 | rota Dumar [rr— 0. PENINGHRATAN 30.000.000.00 | SATUAN FOLIST
Pembenkazan s ua TRANSFER Stabiias AKUNTABILITAS PE FAMONG FRAJA
Penyian atas Peisnggaran eaamatan. UMUM-DANA | Palhukhankem Dan | NYE
Ferds Semua KalDesa e Transtom PEMERINTAHAN
iayanan Pubik | DAERAR
03, PENINGKATAN
ANUNTABILITAS PE
=
FEMERINTAHAN
=t
105022020010 | Samabess! Fonogekan Fermtuan Dacrah dan Foratsan Kopala Decrar
[ —— 1 Laporan | 1 Lapoman 30,000 000,00 PR p—— aoo “50.000.900,00 | rota Dumar Dara — 0. PENINGHRATAN 25.000.000.00 | SATUAN FOLST
Peiaksanaan Sasan Semua TRANSFER Saaniims ARUNTABILITAS PE FAMONG FRAA
Feneganan Feraman ecamatan UniUse DANA | Foinusnanken Dan | NYELENGGARARN
‘am Fevaturan Sermua wevDesa | BAGHHASH Transmem FEMERINTAHAN
Fepmia Daeran inyanan Pubak | DAERAH
0. PENINGKATAN
AKUNTABILITAS FE
ELENGGARAA
FEMERINTARAN
ran
105022020011 | Penanganan Atms Felnggaran Fermsiran Dasrn dan Ferturan epala assran
urniars Laporan | Laporan | 1 Laporan 30.000.000.00 3a.000.000.00 1a7.722:300.00 137.722.300.00 | Wota Dumai. [ — 0%, PENINGRATAN 200.000.000.00 | SATUAN FOLISI
riaan Fenarga Semua TRANSFER bt AKUNTABILITAS PE FAMONG FRAIA
Alas Felarggaran Peraturan ecamatan. UMUM-DANA | Palhukhankan Dan | N
‘i Fevairan nepaia Semua KalDesa an Tranztom FEMERINTAHAN
ctacran Sesum SOF Poimyanan Pubtk | DAERAH
05 PENINGIRATAN
ARUNTABILITAS PE
v
FEMERINTAHAN
DaERAN
1z - Foraturan Dasran dan Pevatun Kepaia Dasran
1 Laporan | 1 Lapoman 30.000.000.00 29.599.400.00 25.959 400,00 ~a00.00 | rota Dumas [ — 05 PENINGHRATAN 20.000.000.00 | SaTUAN FOLS!
rgmwasan Semua TRANSFER Saaniims ARUNTABILITAS PE FAMONG FRAA
e camatan Untise DANA | Foimasnankem Dan | NvE
Semua KelDesa HASIL Transtom PEMERINTAHAN
i Feratinar iy Ptk R
5 FENNGKAT
AKUNTABILITAS FE
PEMERINTAHAN
Ran
10502203 [ — [ ———— 100 % 100 7% a6.500.000.00 ca.592 000,00 63132 000,00 3 7o8.a00.00 on. an == 111.800.000,00 | SATUAN FOLISI
Froguwnl Nogen SEil [PRNS] | Pegaw Megen S8 (FENS) Saanims ANUNTABILITAS PE | Dumai FAMONG FRAA
Kamupmenon o frimay Poinuknankem e | NvE Arann
Feméinaan Transtom PEMERINTAHAN
ayanan Fubik ERAH
03, PENINGKATAN
AKUNTABILITAS PE
VELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
=t
105022030004 | Fombertukan FENS Fonogek Faraturan Dacran
i Aparatur | Laporan | 1 Lapoman 26.800.000.00 oa.saz 000.00 &3.132.000.00 “33.708.000.00 | Semua [ — 0. PENINGRATAN 111.800.000.00 | SATUAN POLIST
Aengst Diklat FRNS omran, TRANSFER Staniiaz AKUNTABILITAS PE FAMONG FRAIA
Fenegen Perstuan Dacran Semn UnuseDANA | Foimusnanken Dan | N
ecamatan aa Transmem FEMERINTAHAN
Semua keiDesa inyanan Pubak | DAERAH
05, PENINGHRATAN
ARUNTABILITAS PE
FEMERINTARAN
-
JUMLAR 12.038.616.708,00 11.347.583.220,00 13.540.562.420,00 1.501.745.712.00 12.756.203.413.00
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Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama © YUDA PRATAMA PUTRA, §.8TP

Jabatan © KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama © H.PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024
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Lampican Potjanjion Kinega
PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024
NO.[ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
Ul @) (3) ) 5
Persontase Pemehharaan Ketertiban 100
Moningkatkan Polay U, b dan
1 [Publ Dibidang Ketertt Tingkat Penyelesatan Pelanggaran K3 100 |
Umum, Ketentraman, dan | (Ketertiban, . dan — o
Potlindungan Masyarakat Persentase Per sgakan Peraturan 100 =
Daerah 1
No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Peningkatan Rp 1.666 567 100
Ketentraman dan Ketertiban
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
1 DAERAH Pendukung
KABUPATEN/KOTA 9781016120

Dumai, 1 Februari 2024
PIHAK PERTAMA
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PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : ADI IRWANTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DI IRWANTO-§.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019
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Sasaran 2

Sasaran 3
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Lampiran Perjanfion Knerte
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLIST PAMONG PRAJA KOTA DUMAT
Target Tahunan
No. Sasaran Strategls Indikator Keglatan Satuan =
) [0} G) @ [0)
| Meningkatian Pemeliharaan Barang Miik | iap, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Untt 12
& {Daarah Pamijeng Unssh yang Dipeliara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik
2 |Daerah Penunjang Urusan Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 58
Daerah
Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milk | o1 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
3 | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kt 12
enngenan Ketentraman dan | Jumiah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan
« |Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kegiatan 12
Palgizrie
Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam
5 [Mendukang Jumiah Aparatur yang Mengiatt Dikiat PPNS Penegak 3 3
|Umum dan Ketentraman Masyarakat serta  |Peraturan Daerah
Penegakan Perda dan Perkada
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 1 lelmhm;.muummﬂmnmwmm 384,800,000
Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau
1.1 Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak ~ Rp. 296,980,000
dan Perizinannya
Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
12 e Rp. 38,820,000
Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau
13 Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Rp. 19,000,000
dbayarkan Pajaknya
" Umum di Kola Dumal B el - Rp. 631,026,100
Jumiah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan
2.1 Periindungan Masyarakat dalam rangka Rp. 631,026,100
Ketonieraman dan Keteriban Urnum
Peningkatan Kapesitas Pejabat PPNS dolam o
¥ Umum dan Ketentraman Masyarakat serta 3 Ketertiban Umum Rp. 68,982,000
Penogakan Porda dan Perkada
3.4 Jumih Aparstr yrg Mongi Ol PPS e e
Jumiah Rp. 1,054,808,100
Dumal,  Januad 2024
Pihak Pertama
Kabid Sumber Daya Aparatur

NIP. 19810808 200604 1
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PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : MEIGA WIRSON, ST, M.AP

Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADI IRWANTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
-

ADI IRWANTO} S.Sos MEIGA WIRSON .AP
NIP. 19810808 200604 1 019 NIP. 19820509 201503 2 001
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Sasaran 1

bangga

layani
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Target Tahunan
No. Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Satuan £
2024
i @ G) [0) [ T
. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan

Meningkatkan Penanganan Gangguan eterti Serta
1 |Ketentraman dan Ketertiban Umum IKetentraiman can K % b%n Ug: n Kegiatan 12

dalam Satu Daerah 9

Jkota
:  Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban
U di Kota Dumai 1 program Peninglatan Ketentramanda  gp. 631,026,100
Jumlah Koordinasi Pmaim raan
1,3 Jetertrarmen den ""’"‘"‘;ﬂ‘;’;:"‘ Seta oo 631,026,100
kota
Dumai,  Januari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Sumber Daya Aparatur Kasi Satlinmas

NIP. 19810808 200604 1 019

/

P
NIP. 19820509 201503 2 001
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PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : RATNA ULFA, S.Kom

Jabatan : Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelatihan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADI IRWANTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

I IRWANTO, S.So:! RATNA ULFA, S¥Kom
NIP. 19810808 200604 1 019 NIP. 19830605 200701 2 001

bangga

layani
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
T huna
No.| Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Satuan "‘.;J;‘ nen
(1) (03] [©)] “) [ONE—
Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung Penyelenggaraan |y 2 aoaratur yang Mengikuti Diklat PPNS
1 Urnum dan Penegak Peraturan Daerah Orang 2
Masyarakat serta Penegakan Perda dan
Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam
i Program Peningkatan Ketentraman dan
Sasaran1 : \jrum dan Ketentraman Masyarakat serta 1 Ketertiban Umum Rp. 68,982,000
Penegakan Perda dan Perkada
Jumiah Aparatur yang Mengikut Dikiat PPNS
PP it i Rp. 68,982,000
Jumlah Rp. 68,982,000
Dumai,  Januari 2024
pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Sumber Daya Aparatur Kasi Data, Informas} dan Pelatihan

NIP. 19810808 2006041 019

NIP. 19830605 200701 2 001
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PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
GHAZALL S.IP
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Nama

Jabatan UNDANGAN

Nama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari2024

PIHARRERTA

Sasaran3

Nenare ©

Sasamar ¢

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

bangga
melayani
bangsa

Pihak Kedua
SEPALA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tabunan 2024
o) 77} 01 O] -
Terhadap Atas Peraturan = o)
1 Pers:
Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
5 dan terhadap dan terhadap Pelanggar
2 pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan e Daa i Das Forat o B W ekt Persen 100
Bupati/Walikota
3 [Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan gakan Peraturan Daerah Dan Peraturan| . o
Peraturan Bupati/Walikota Bupati/Walikota
rhadap dugaan pelanggaran Peraturan o -
* Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota Dacrah Dan Peraturan Bupati/Walikota s
s | Teriaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan , Peraturan Daerah Dan Pecid e
Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota Peraturan Bupati/Walikota
Dukungan A Dukungan Sidang Atas =
* Pelanggaran Peraturan Daerah Peraturan Daerah o 200
h y oleh PPNS Penegak Peraturan i s
Z PPNS Penegak Peraturan Daerah Daerah oen
Aas
Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wallkota o s - -~ Tones
Pengawasan Terhadap Kepatuhan Atas Peraturan Daerah Dan
11 peraturan Bupati/Walikota BB, 29999400
dan terhadap
pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan 2 Program Dan Umum Rp 49,941,000.00
Bupati/Walikota
Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Dacrah
21 Dan Peraturan Bupati/Walikota Rp 49.941.000.00
Terlaksananya Sostalisasi Pencgakan Peraturan DaerahDan 3 program D i i e
Peraturan Bupati/Walikota
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan
31 gupati/Walikota 49,918,600.00
4 Program Dan Umum 30,000,000.00
Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota g
41 Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Dacrah Dan o S
Peraturan Bupati/Walikota
Terlak P s Atas P Y Peraturan
Dae-ah Dan Peraturan Bupati/Walikota ¥ Eregeem Dan Umum Rp 30,000,000.00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan
5 )
Bupati/Walikota Rp 30,000,000.00
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas
& 6 Program
Pelanggaran Peraturan Dacrah o L Ymum Rp 29,880,000.00
6.1 Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah  Rp 29,880,000.00
Ter ya P yidikan oleh 7 Py
rogram P um X
PPNS Penegak Peraturan Daerah gra Dan Umi Rp 30,000,000.00
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak
71 ¥ - Rp 30,000,000.00
Peraturan Daerah
Jumlah Anggaran 249,739,000.00
Dumai, Januari 2024
Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENFGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
POLISI PASIONG PRAJA KOTA DUMAIL

19860326 200701 1 001
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PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SAPAWI, SH

Jabatan :  POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  GHAZALLS.IP

Jabatan :  KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari2024

LI, S.IP
326200701 1 001 NIP. 19820809 201001 ™M17
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Lampiran Perfanjian Kinerja
PERJANJIAN KINER]A TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan T ah::::;oz n
1) 2] B) (4) 15)
Terlaksananya P Atas K Daki
o ; P Terhadap Atas Peraturan
1| Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan i SRt Persen 100
Peraturan Bupatl/Walikota Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEG.
SATUAN POLISI PAMPNG PRAJA KOTA DUMAI

860326 2007011001

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Dumai, Januari 2024

Pihak Pertama
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA

NIP. 19820809 201001 1017
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Lampiran Perjenjian Kinerje

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

No. © SasamanStrategls |  Target Tahunan 2024
1 ] (5
PERJANJIAN KINERJA \ Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan nt F idikan terhadap dugaan pelanggaran o 100
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
TAHUN 2024 2 F AtasF Peraturan | Persentase F AasF Peraturan Daerah Pocsen 100
Daerah Dan Peraturan BupatiWalikota Dan Peraturan Bupati/Walikota
Dalam rangka j j p i yang efektif, transparan, = = i
Terlak: Duk k: Sidang Ata: Persentase P F idas
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 3 - “"P"z:,w.m:'um:::;?m oLves meriase. et g Persen 100
Nama :  DARMANSYAH, S.Sos, M.IP e
. . inistrasi Penyidikan oleh F Penyidikan oleh PPNS Penegak Parsen 100
Jabatan  : KEPALA SEKS| PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SATUAN POLISI PPNS Penegak Peraturan Daerah Peraturan Daerah
PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama T jkan terhadap dugaan S5i000000 08
Nama . CHAZALY &P Sia—) © Peraturan Daerah Dan Peraturan BupatiWalikota 1 Progrem Dan; L) L el
) - Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - 11" Peraturan BupatiWalkola Rp 30.000.000,00
UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Sasaran 2 L“ vah Dan Peraluran BupatiWabota Peratuan program Dan Umum Rp 30.000.000,00
Selanjutnya disebut Pihak Kedua 3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan - 060 666
] BupatiWalikota e
Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang ya sesuai piran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja s _ Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas 3/ i — i Rp 288000000
jangka menengah seperti yang telah di dalam  dok p 7 Pelanggaran Peraturan Daerzh s
i Pel P
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 31 w,;hg" Pelskanan Sidang tes Pelangamn Pecaturan Rp 29.880.000,00
Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Sasaran 4 © " PPNS Penegak Peraturan Daerah Y 4 Program Dan Umum Rp 30.000.000,00
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 4 Pemberkasan Administras! Penyidikan oleh PPN Penegak Re 30.000.000,00
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Reairn Dasiah
Jumiah Anggaran 119.880.000,00

Dumai,  Januari 2024 Dumai,  Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

Pihak Pertama
.GAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

H, S.Sos, M.IP

I, S.IP
860326 200701 1 001 09 200312 1 004
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Lampiran Perfanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH S O ISR T AP,
TAHUN 2024 No. Sasaran Strategls Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahunan 2024
Dalam rangka judkan j pemerintahan yang efektif, transparan, dan i - — 0] — ]
= " . . y ag Pembinaan dan terhada) Persen danp terhadap Pela
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : ! | pelanggar Peraturan Daerah ;;n Peraturan Bnp:d/\vnrkou Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupzu/\;:ll:nl‘zp e et 100
Nama :  JHONY HARYANTO, SH , | Terlaksananya Sosialsasi Pencgakan Peraturan Dacrah Dan | Persentase Pelaksanaan Soslalisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan| — 166
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN BIDANG PENEGAKAN il it Bopeli/Wtkors
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - e
KOTA DUMAI o pelanggar Peraturan Dacrah Dan Peraturan Bupati/Walikota AbRIOrRCE Dan o Rp AB34100040,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama 11 ;:‘:::;:: ::n“zrxllmmhd-v pelanggar Peraturan Daerah o) 49,941,00000
Nama : GHAZALIS.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN — 3 ;::-mm;s:ﬁm Pt O gy Dan Umum Rp 49,.918,600.00
SATUAN POLISI PAMONG PRA]A KOTA DUMAI 21 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan 49.918,600.00
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Bupstt/Walikoty &
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Jumlah Anggaran 99,859,600.00
Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka D limemzl
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Pihak Pertama
o " . . 3. . " KEPALA SEKS] PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. AN VRCAUAN PIRATURAN PRATNDANGEUN ARG
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Dumai, Januari 2024 P. 19860326 200701 1001 NIP. 19770203 201001 1010

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

LL S.IP JHONY HARYANTO, SH
19860326 200701 1 001 NIP. 19770203 201001 1 010
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PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Plhak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keb ilan dan ke 1 per ian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Dumai, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

/AHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

- 19840511 200212 1 001

53

Lampiran Perjanjian Kinerja

TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJA
NO. STRATEGIS SASARAN SATUAN | TAHUNAN
2024
[ii] (-] @ (2] (L]
Meningkatkan Pelayanan | Persentase Pemeliharaan Ketertiban
1 Perkantoran di Satpol PP | Umum, ketentraman dan % 100
Kota Dumai Perindungan Masyarakat
Terlaksananya dan
tersedianya Perencanaan | Persentase Ketersediaan
2 Penganggaran dan Perencanaan Penganggaran dan ] 100
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah
Perangkat Daerah
Tersusunnya Administrasi | Persentase Pelaksanaan
3 Keuangan Perangkat Administrasi Kewangan Perangkat W 100
Daerah Daerah
Tersusunnya Administrasi | Persentase Pelaksanan Administrasi
4 Barang Milik Daerah pada | Barang Milik Daerah pada Perangkat k] 100
Perangkat Daerah Daerah
Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Dumai

Pihak Pertama

Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Dumai
v

IP. 19750901 200112 1 005

bangga
melayani
bangsa
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PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : RIKHA KHAIDIR, SH
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET SATPOL PP KOTA
DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos

Jabatan : SEKRETARIS SATPOL PP KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tangqung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

. 19750901 200112 1 005 NIPT 19830321 201001 2028
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Lampiean Pocjangion Kinecls
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
2] ) 5
Dokumen
1 |Penganggaran dan Evaluas! Kinerja Peranglat Persen 100
Daerah
2 Perangkat Daerah i 100
Persentase Pelaksanan Administrasl Barang Milk
3 Persen 100
Terlaksana dan L dan Evaluasi  Rp. 21.976.100
Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah
dan Evaluas! Kinerja Perangkat
Deerah 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangiat Rp. 4999200
Daerah
1.2 Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  Rp. 2.496.000
dan Dokumen
13 RKA-SKPD Rp. 2.993.400
1.4 Koordinasl dan penyusunan DPA-SKPD Rp. 2.493.400
1.5 Koordinasl dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp. 2.995.700
Koordinast dan Penyusunan Laporan Capalan
18 \inerja dan Ikhtisar Realisast Kinerja SKPD ip, AN
* Terlaksananya 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Rp. 6.584.344.520
Pengadministrasian Keuangan
Perangkat Daerah 2.1 Penyedaan Gajl dan Tunjangan ASN Rp. 6.572.449.520
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
22 akhir Tahun SkPD e A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
23 Bul vl s eran SKPD Rp. 3.965.100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
24 Realisasi Rp. 3.572.800
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Rp. 12.580.700
Terlaksananya Perangkat Daerah
Pengadministrasian Barang
Milik Daerah pada Perangiat
Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mitk
31 Doerah SKPD Rp. 3.402.800
Rekonsfiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk
32 Pada SKPD Rp. 4.399.300
3.3 Penatausahaan Barang Mtk Daerah pada SKPD 4.778.600

P. 19750901 200112 1 005

JUMLAH Rp.

6.618.901.320
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Lampiran 4 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama © YUDA PRATAMA PUTRA, 8.STP

Jabatan . KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan © WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Dumai, September 2024
PIHAK.PERTAMA
7

IHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS . A PUTRA, S.8TP

1848511 200212 1 001

SASARAN
NO. STRATEGIS

| (1 (2)
Menmgkatkan

Pelayanan Pubhk
Dibidang Ketertiban

Umum, Ketentraman,

dan Perlindungan
Masyarakat

Sasaran 1
Meningkatkan
Pelayanan Publik

1 Dibidang Ketertiban

Umum, Ketentraman,

e bangga
o melayani
bangsa
TARGET
lNl)lK'I:}\g’l\l':(Ai:FR.IA SATUAN  TAHUNA
= N 2024
() 4) (5)
Porsentase Pemeliharann
Keterliban Umum 100
ketentraman dan Perlindungan ¢
Masyarakat
Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban, % 100
| Ketentraman, dan Keindahan)
Persentase Penegakan o
Peraturan Daerah % 100
Program Peningkatan
1. Ketentraman dan Rp 2.778.090.800,00

Ketertiban Umum

dan Perlindungan
Masyarakat
Dumai, September 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
ALIKOTA DU‘MAI Kepa la.uan Polisi Pamong

H. PAISAL, SKM, MARS
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

a1 . ok

j pemer

Dalam rangka mewuj yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
GHAZALLS.IP

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Jabatan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama :

Jabatan

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAM

PIHAK KEDUA,
7

CrAMA PUTRA, S.STP

/11200212 1 001 NIP. 1 326200701 1 001

bangga
melayani
bangsa

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
No. f Indikator Kinerja Sasaran Target Tahunan 2024
L1l 0 L
Terlaksananya Pembinaan dan penyuluban terhadap P R 1uh
L pelanggar "';I“"“ ":’::"‘ b Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupm/w.llkou Mo 100
2 ngai Peraty Persentase Pel Per Auas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan v 100
Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikoa Peraturan Bupati/Waltkota
Pembinaan dan pemyuluhan terhadap
Sasaran | pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan 1 Prograi k Rp 79,941,000.00
Bupati/Walikota
binaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Dacrah
1 Bupati/Wallkoa Rp 79,941,00000
Atas Pe -
Sovad e it 2 Program Peningk Rp 167,721,800.00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan
it Rp 167,72180000
Jumlah Anggaran 247,662,800.00
Dumal,  September 2024
Pihak Pertama /
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— Lampiran Perjanfian Kinerja
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Target
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Tahunan 2024
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 1) 2} €] 4) (5)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Terlak Peng Atas Kepatuh Persentase Pelaksanaan Pen;
gawasan Terhadap Kepatuhan Atas Peraturan
1 Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan y Persen 100
4
TAHUN 202. Peraturan Bupati/Walikota Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  AHMAD SAPAWI, SH
Jabatan : POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA Dumai, September 2024
DUMAL Pihak Kedua Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN POLISI PAMONG PRAJA AHLIMUDA
Nama . GHAZALL SIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

/19860326 200701 1001 19820809 201001 1017

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

-

PIHAK KEDUA,

Y

LL, S.IP

NIP. 19860326 200.701 1001 NIP. 19820809 2010017} 017
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Lampiran Perfonion Kinerja
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA = 2 iy et o,
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH - i "
(L L2l £l 14 1]
TAHUN 2024 “ e i s vy
. pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wallkota) Peraturan Daerah Dan Peraturan lupd/wmlwu' e "
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Sesarant : ydamrhn:‘::naen;mmmm &:‘wﬂm 1 Program? Dan Ume ' 79.941,000.00
Nama :  JHONY HARYANTO, SH 1y Pembl 9 pelanggar Peraturan Daersh 79.941,00000
"' Dan Peraturan Bupati/Walikota con e
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sl 79,941,000.00
KOTA DUMAI -
Dumal, 4
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Pihak Kedua Pihak Pertama
Nama :  GHAZALLS.IP RaoALK BBARG Pk . KEPALA SEXS! PEMBINAAN DAN PENYULUBAN
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI A
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
9860326 200701 1 001 NIP. 19770203 201001 1 010

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
AZALL S.IP JHONY YANTO, SH
P. 19860326 200701 1 001 NIP. 19770203 201001 1 010
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

bangga

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
DARMANSYAH, S.Sos M.IP

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Jabatan

Nama GHAZALLS.IP

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Jabatan

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA,

DARMANSYAH, S.Sos M.IP
NIP. 19820409 200312 1 004

, S.
. 19860326 200701 1 001
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
No. | SsaranSuategs © Indiator KinerjaSasaran ' Satuan TargetTahunan 2024
(1] ) (0] 0] 151
1 P Atas Peraturan | Persentase Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Persii 100
Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota Peraturan Bupati/Walikota o
F Atas Pelanggaran Peraturan o
Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota 2 Program Dan . Re 1sn721.00000
P Atas P Peraturan Daerah Dan Peraturan
1 Bupati/Wallkota Rp 167.721.800,00
Jumlah Anggaran Rp 167.721.800,00
Dumai,  September 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENRCAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
AN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

/19860326 200701 1001

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

NIP. 19820409 200312 1004
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama . ALDILUBIS, S.Sos., M.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama :  YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan :  KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
PIHAK PERTAMA,

ALDI LUBI .Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
No. Sasaran Stratogls Indikator Kiners Sasaran Satuan Targel Tahunan 2024
1), (2] 3 “ 5]
1 | Persen 100
penyuhan, pengawalan
2 Persen 00
gty QanQQuan Ketentraman dan ketertsn umum L
3 Persen 100
dan penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa
oy Rp 1001472400
penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan
1" | pengamanan  Rp 1081472400
dan pengawaan
Rp
21 angguan etencaman an ketetban umum ]
ogr Umum R 30000000
dan penanganan unjuk rasa dan henusuhan massa
31 Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Ro 32000 000
Jumish Anggaran R 1411472400

Pihak Pertama

SATUAN POL

KOTA DUMAI

NIP, 18791127

13

2!

121002
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

*
\"
=

. i) @ — (@ Ic]
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA mum Peren 100
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 O {f = “
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, Persentaso pengamanan kegatan Persen 100
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : =
Nama . GANDA PRAWIRANATA, S.STP, M.Si 2 oI PO o Pt st et |t " o =
Jabatan :  KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN BIDANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI
Sasaran 1 1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Kstertiban Umum Rp 222,000,000
PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama 11 Rp 222000000
Nama :  ALDILUBIS, S.Sos., M.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN Sasaran2 2 Progr Ketertiban Umum Rp 117.000.000
MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI ” M S —
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Sasaran 3 3 Progr Rp 366,300 000
Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja AR A ® e
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. — e 4 Progr Dan Ketertioan Umum Rp 16.000.000

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab s

Pihak Pertama. @ Parciun s o

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024 v e
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
PIHAKIKEDUA, SATUAN oL A
{ /
\
ALDI LUBIS, 8{Sos., M.IP GANDA 7S'STP., M.Si
NIP. 19791127 200212 1 002 NIP. 6930511 201507 1 001 e
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  YUDISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.Sos

Jabatan . KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  ALDILUBIS, S.Sos, M.IP

Jabatan . KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai,  September 2024

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19791127 200212 1 002 NIP. 19801112 200604 1 009

bangga
melayani
bangsa

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Terlak o dan , Pelak P dan Pengawalan Pejabat/Tamu Penting Persen 100
1 | Pejabat/Tamu Penting, Pejabat VVIP d:n Safari
Dakwah Walikota/Wakil Walikota
ellkota/W ; Pelaksanaan Pejabat VVIP dan Safari Dakwah Walikota/Wakil Walikota Persen 100
1ak F danP I
Sasaran 1 : Pejabat/Tamu Penting, Pejabat VVIP dan Safari 1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Rp 38.400.000
Dakwah Walikota/Wakil Walikota
11 Pelak dan P lan Pejabat/Tamu Penting ~ Rp 27.000.000
12 Pelaksanaan Pejabat VVIP dan Safari Dakwah Walikota/Wakil 11.400000,00
Walikota
Jumlah Anggaran Rp 38.400.000,00
Dumai,  September 2024
Pihak Ketlua Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN TINDAK INTERNAL

SATUAN POLISI PAMON[P! KOTA DUMAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

NIP.198081112 200604 1 009

NIP.19791127 200912 1 002
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (e
ORGANISAS| PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahunan 2024

Nama : ARMEN, SH., M.Si M - 3 u -

Jabatan : POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA DUMAI 1 Tmimf:ﬂ:‘:;mm::ﬂaﬁﬁ dan Persentase koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemraan dalam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ketentraman dan ketertiban umum 900 peqshan gauanseianen i fkben ity

Nama . ALDILUBIS, S.Sos., M.IP
Jabatan  : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN Teraksananya koordinasikerj sama anlarlembaga dan
Sasaran 1 kemilraan dalam rangka pencegahan gangguan 1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Rp
MASYARAKAT SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA KOTA DUMAI Kateniaman dan belerben uum

Selaku atasan langsung Pihak Pertama 1 Koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam
" rangka pencegahan gangguan kefenlraman dan ketertiban umum

Persen 100

2
&

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Jumlah Anggaran Rp
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dumai, ~ September 2024

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

Pihak Pertama. Pihak Kedua Pihak Pertama

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAKIKEDUA, PIHAK PERTAMA,

ALDI LUBIS, §{$os., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002
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Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJA
NO. STRATEGIS SASARAN SATUAN | TAHUNAN
2024
(il 2 o ) (5]
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA Meningkatkan P P Pameli ' Ketertiban
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI 1| Ferkantoran di Satpol P | Umum, keteniraman dan % 100
TAHUN 2024 " i
Terlaksananya dan
tersedianya Perencanaan | Persentase Ketersediaan
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 2 | Penganpgaran dan Perencanam Penganggeran dan * 100
4 B N A . T Evwaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Perangkat Dasrah
Sranpiat Liasey
Tersusunnya Admini P P 1
Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos 3 | Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat % 100
Daerah Daerah
Jabatan . SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ey T R T e
DUMAI 4 Barang Milik Daerah pada | Barang Milik Daerah pada Perangkat Yo 100
Perangkat Daerah Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP Dumai, September 2024
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI Pihak Kedua Pihak Pertama

Selaku atasan langsung Plhak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keb ilan dan ke 1 per ian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Dumai, September 2024
AK PERTAMA

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

E—29840511 200212 1 001
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Cavmpiearn Bargamparn Kt
PERUBAHAN PERJAMILAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAT
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI L ‘Sasaran strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan T
TAHUN 2024
[ I & i3 =
Terlaksana dan tersedianya
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 1 ;“E'EI‘B:‘BEH. Penganggaran |, Egﬁ,ﬁﬁ'ﬂﬁ:ﬁnﬁ r::man’ Parsan 100
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda —— Perangiat] * | poeran
tangan di bawah ini: Terlaksananya
Nama : RIKHA KHAIDIR, SH 2 |Pengadministrasian keuangan | 2 z?ﬂﬁm‘fm Admint=trasi Keuangan persen 100
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET SATPOL PP KOTA [ {Terakzananya
DUMAI Pengadministrasian Barang 5 |Persentase Pelaksanan Administrasi Barang Millk persan 100
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ﬂﬁm paia Perangkat Daerzh
Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATPOL PP KOTA DUMAIL
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Dumal, 25 September 2024
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kedua Pihak Pertama
Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN PERENCAMAAN KEUANGAN DAN ASET
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target SATUAN PAMOMNG PR3 KOTA

MAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAIL
{ f

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen [
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

J

ﬁ/’. |
[

- i -
NIP. 19830321 201001 2 028

. 19750901 200112 1 005

Dumai, 25 September 2024

PIHAK KBDUA

NIP. 19750901 200112 1 005 NIP. 19830321 201001 2028
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Lampiran 5 : Pengukuran Kinerja Tahun 2024
SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUS INDIKATOR TARGET CAPAIAN
Menl'ngk.at'kan Pelayan.an . Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan
Publik Dibidang Ketertiban | Persentase Pemeliharaan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti 70
Umum, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, Ketentraman x 100% 100 % —p  x100% =100%
Perlindungan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat yang diterima
Tingkat Penyelesaian Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan . 802 .
Pelanggaran K3 (Ketertiban, x 100% 100% g0z X100% =100%
Ketentraman, dan Keindahan). Jumiah Pelanggaran K3
Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di
Persentase Penegakan Tegakkan X 100% 100% 12 % 100.% = 60%
Peraturan Daerah. _ _ 20
jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi

DEmal,  Januari 2025
AN POLISI PAMONG PRAJA

K< O-HA

WDAPRATAMA PUTRA, S.STP
aMoihe/Tk. |
—Z

9840511 200212 1 001
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Lampiran 6 : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ ALOKASI ANGGARAN
REALISASI

SUBKEGIATAN

(Rp)

PROGRAM PENINGKATAN
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

2.778.090.800

2.717.797.692

Penanganan Gangguan Ketentraman
1 dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota.

2.437.296.100

2.383.541.592

Pemberdayaan Perlindungan
1 Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.325.816.100

1.313.273.592

Pencegahan Gangguan Ketentraman
dan Ketertiban Umum melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan
dan Pengawalan

1.081.480.000

1.040.768.000

Penindakan Atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada
Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

30.000.000

29.500.000

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali
Kota

277.662.700

273.015.000

1 Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

79.941.000

77.932.000

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
2 [Daerah dan Peraturan Kepala daerah

167.722.300

165.986.000

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap
3 |Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

29.999.400

29.097.000

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3 |(PPNS) Kabupaten/Kota

63.132.000

61.241.100

1 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan
Daerah

63.132.000

61.241.100

2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

10.762.471.620

9.955.128.294

Perubahan RKA-SKPD

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 21.976.100 15.464.400
Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.999.200 2.700.000
Perangkat Daerah
2 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- 2.496.000 2.297.600
SKPD
3 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 2.993.400 1.500.000
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4 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.493.400 2.399.000
5 [Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 2.995.700 2.250.000
DPA-SKPD
6 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.998.400 4.317.800
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja|
SKPD
2 [Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.573.329.720 6.383.185.431
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.526.828.720 6.339.840.948
2 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan 22.307.100 20.724.783
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan 20.221.100 20.219.700
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
4 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan 3.972.800 2.400.000
Prognosis Realisasi Anggaran
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 12.580.700 11.494.000
Perangkat Daerah
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 3.402.800 3.401.000
Barang Milik Daerah
2 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 4.399.300 4.239.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
3 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 4.778.600 3.854.000
SKPD
4 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.445.000 28.500.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 29.445.000 28.500.000
Kelengkapannya
5 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 654.299.200 628.093.900
1 Penyediaan Komponen Instalasi 23.423.000 22.272.400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 83.864.700 61.431.500
Kantor
3 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.999.900 113.778.000
4 Penyediaan Barang Cetakan dan 13.651.600 12.252.000
Penggandaan
5 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 27.360.000 27.360.000
Perundang-undangan
6 [Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 391.000.000 391.000.000
Konsultasi SKPD
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 136.774.560 0
Urusan Pemerintah Daerah
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1

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

136.774.560

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.683.220.340 2.448.780.967
Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.800.000 6.800.000
2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 144.000.000 135.833.207
IAir dan Listrik
3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan 228.000.000 228.000.000

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.304.420.340

2.078.147.760

8 [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Uru

san Pemerintahan Daerah

650.846.000

439.609.596

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

38.000.000

38.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

374.026.000

373.673.596

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

38.820.000

27.936.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

200.000.000
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